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[bookmark: _Toc201880683]1.1 	Latar Belakang
Pajak adalah iuran wajib yang dalam bentuk kontribusi finansial harus diserahkan oleh seluruh warga negara kepada institusi pemerintah yang berwenang untuk mengelola dan mengatur urusan negara. Sistem perpajakan ini bersifat memaksa, yang artinya setiap individu dan entitas bisnis diwajibkan untuk memenuhi kewajiban pajaknya, tanpa adanya pilihan untuk menolak. Partisipasi aktif masyarakat dalam sistem perpajakan sangatlah penting karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar dan paling signifikan (Ristanti et al., 2022). Pendapatan yang diperoleh dari pajak tidak hanya digunakan untuk membiayai kepentingan umum, tetapi juga untuk mendukung berbagai program pembangunan yang esensial bagi masyarakat (Faridzi et al., 2022). Dengan demikian, pajak memainkan peran yang krusial dalam mendukung stabilitas dan kemajuan negara, memastikan bahwa negara dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan terus berkembang untuk mencapai kesejahteraan bersama (Jelanti et al., 2024).
Salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). UMKM memiliki peran penting sebagai salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2021, terdapat sekitar 64,2 juta UMKM di Indonesia, yang memberikan kontribusi sebesar 61,07% terhadap PDB, atau setara dengan Rp8.573,89 triliun. Berdasarkan pada laman web Kemenkeu, kontribusi UMKM memiliki peran signifikan dalam perekonomian Indonesia, dengan kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja serta menghimpun hingga 60,4% dari total investasi yang ada. Fakta ini menegaskan betapa krusialnya peran UMKM dalam struktur perekonomian Indonesia, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja, kontribusi terhadap PDB, maupun dalam menghimpun investasi, sehingga menjadi sektor yang sangat penting dalam upaya peningkatan basis pajak nasional.
Keberadaan UMKM memainkan peran kunci dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Di banyak negara, termasuk Indonesia, UMKM telah lama menjadi pilar utama dalam perekonomian (Abas Kasim, Juita L.D. Bessie, Anthonius B. Messakh, 2023). Oleh karena itu, penguatan sektor UMKM perlu terus didorong oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat luas, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan (Tuluki et al., 2023).
Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Diskukmp) Kota Samarinda, Nurrahmi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berhasil mendaftarkan sebanyak 45.149 UMKM di kota tersebut. Dari jumlah tersebut, UMKM yang aktif dan bergerak antara tahun 2022 hingga 2023 mencapai 37.493 unit, menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam sektor wirausaha lokal. Khusus pada tahun 2023, terdapat pertumbuhan yang mencolok dengan tercatatnya 17.086 UMKM baru, jauh melebihi target awal sebanyak 10.000 UMKM (Ramadhan, 2024). Capaian ini mencerminkan komitmen Kota Samarinda dalam mendorong pengembangan sektor UMKM sebagai salah satu pilar penting perekonomian daerah. UMKM di Samarinda tidak hanya menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi juga memainkan peran signifikan dalam menciptakan lapangan kerja. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda menunjukkan bahwa kontribusi UMKM sangat penting dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota ini. Pertumbuhan UMKM yang signifikan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi lokal yang merata, dengan jumlah UMKM yang terus meningkat, khususnya pada tahun 2023 yang melampaui target pemerintah.
UMKM berkontribusi pada pendapatan negara melalui kewajiban membayar pajak sesuai dengan regulasi yang ada. Pendapatan yang dihasilkan dari sektor UMKM dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendanai berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya (Vinatra, 2023).
Namun ada masalah, banyakan WP UMKM di Samarinda khusunya dari KPP Pratama Samarinda Ulu, masih menunjukkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT yang rendah dan fluktuatif, meskipun jumlah terdaftar meningkat. Hal ini ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:





[bookmark: _Toc179457801]Tabel 1.1 Data wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu Tahun 
2019-2023
	Tahun
	WP UMKM Terdaftar (Aktif)
	WP yang Melapor SPT
	Persentase

	2019
	4377
	803
	18.52%

	2020
	8758
	1322
	15.10%

	2021
	7950
	2380
	29.94%

	2022
	6724
	2892
	43.02%

	2023
	8273
	2854
	34.50%


Sumber: KPP Pratama Samarinda Ulu, 2024
Dari data yang ada terlihat bahwa, Dari tahun 2019 hingga 2023, jumlah WP UMKM terdaftar menunjukkan fluktuasi. Tahun 2020 mencatat peningkatan signifikan, sementara tahun 2021 juga menunjukkan angka yang tinggi sebelum mengalami penurunan di 2022, dan kembali meningkat pada 2023. Jumlah WP UMKM yang melapor SPT meningkat dari tahun 2019 hingga 2022, menunjukkan adanya perbaikan dalam kepatuhan pelaporan. Namun, pada tahun 2023, meskipun jumlah WP terdaftar meningkat, jumlah pelaporan SPT sedikit menurun dibandingkan tahun 2022. Hal ini menunjukkan masalah kepatuhan pada wajib pajak UMKM di wilayah kerja KPP Samarinda Ulu.
Salah satu metode yang diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan UMKM adalah dengan memberikan insentif. Tujuan pemberian insentif ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha mereka (Aryawan et al., 2022). Dengan adanya insentif, diharapkan UMKM akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela.
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif pajak untuk mendukung UMKM di Indonesia, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) No 55 Tahun 2022, yang menetapkan batasan omset tidak kena pajak sebesar Rp 500.000.000 bagi pelaku UMKM yang menggunakan fasilitas Pajak Penghasilan final dengan tarif 0,5%. Terdapat beberapa ketentuan penting terkait insentif PPh untuk UMKM seperti tadanya penurunan tarif pajak yang diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan menurunkan tarif pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dari 1% menjadi 0,5% (Rusdianti, 2024). Pada tahun 2022, Pemerintah kembali menyesuaikan kebijakan ini dengan menerbitkan PP Nomor 55 Tahun 2022, yang memberikan insentif berupa pembebasan pajak bagi UMKM dengan penghasilan tahunan tidak melebihi 500 juta rupiah. Dilansir dari laman IKPI untuk mendukung pengembangan sektor UMKM, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 memberikan insentif penting berupa pembebasan atau pengurangan pajak. UMKM dengan penghasilan tahunan yang tidak melebihi 500 juta rupiah dapat menikmati pembebasan pajak sebagai bagian dari kebijakan ini. Kebijakan ini dirancang untuk meringankan beban pajak yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil dan menengah, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih Berfokus pada pengembangan usaha dan peningkatan daya saing di pasar. Pembebasan pajak ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang berarti bagi UMKM untuk terus beroperasi dan berkembang dalam iklim ekonomi yang kompetitif (Murtiningtyas et al., 2023).
Dengan adanya insentif pajak yang diatur dalam PP No 55 Tahun 2022, diharapkan pelaku UMKM dapat merasakan kemudahan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Insentif ini tidak hanya meringankan beban pajak dan administrasi, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Pengaruh positif dari kebijakan ini terhadap kepatuhan pajak akan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi regulasi, serta dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan sektor UMKM di Indonesia.
Insentif dapat meningkatkan kepatuhan karena memberikan motivasi tambahan yang mendorong individu untuk memenuhi kewajiban atau aturan yang telah ditetapkan. Seperti pemanfaatan insentif pajak, beban kewajiban pajak bagi UMKM menjadi lebih ringan. Ini berarti UMKM dapat mengurangi pengeluaran sehingga bisa lebih fokus pada kegiatan usahanya atau hal lainnya. (Andreansyah & Farina, 2022). Insentif pajak ini dapat meringankan beban pajak bagi perusahaan kecil dan menengah yang terdaftar sebagai Wajib Pajak. Dengan begitu, perusahaan dapat mengalokasikan dana yang dihemat untuk pengembangan perusahaan baru. Harapannya, ini dapat membantu mengurangi kerugian yang dialami UMKM akibat peraturan perpajakan yang secara tidak langsung mempengaruhi kontribusi mereka terhadap pendapatan pemerintah.(Agustiana et al., 2023).
Pengaruh insentif Pajak Penghasilan (PPh) terhadap kepatuhan pajak telah diungkapkan dalam berbagai penelitian, yang menunjukkan bahwa insentif tersebut dapat secara signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian, Eka Apriliani (2021) mengungkapkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil tersebut didukung oleh studi Siti & Esther (2022) serta Gloria & Annasthasia (2023), yang menemukan bahwa insentif pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di wilayah Jakarta Timur, dengan menunjukkan adanya pengaruh yang cukup besar. Temuan selaras juga disampaikan oleh Aris dkk (2024), yang mencatat pengaruh positif dari insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil Zahra NA (2024) yang menyimpulkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Salah satu variabel yang telah banyak digunakan untuk memoderasi faktor kepatuhan adalah rasa nasionalisme. Nasionalisme adalah sebuah ajaran yang mengajarkan untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, di mana sifat nasionalisme berarti semakin memperdalam rasa kebangsaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia (Santoso et al., 2023). Ini mencakup kesadaran sebagai anggota sebuah bangsa yang bersama-sama, baik secara potensial maupun aktual, berupaya untuk mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, serta kekuatan bangsa tersebut. Semangat kebangsaan inilah yang menjadi inti dari nasionalisme. 
Sebagaimana diungkapkan dalam penelitian sebelumnya (Tambun & Haryati, 2022) menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari sikap nasionalisme yang memoderasi pengaruh moral pajak terhadap kesadaran pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya, seperti yang dilaporkan oleh (Haryani & Putra, 2023), yang juga menunjukkan bahwa dengan nasionalisme sebagai variabel pemoderasi memiliki pengaruh signifikan dari literasi akuntansi terhadap komitmen patuh pajak. 
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Perbedaan hasil penelitian sebelumnya serta masalah kepatuhan yang terjadi di wilayah kerja KPP Pratama Samarinda Ulu menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian. Penelitian ini akan memfokuskan pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di kantor tersebut dan bertujuan untuk mengkaji dampak insentif Pajak Penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan mempertimbangkan nasionalisme pengusaha sebagai variabel moderasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan generalisasi mengenai pengaruh insentif pajak terhadap sikap patuh WP UMKM. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan mengambil judul Pengaruh insentif PPh UMKM dalam PP No 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan WP UMKM dengan nasionalisme pengusaha sebagai variable moderasi (studi empiris pada WP UMKM di kota Samarinda).

[bookmark: _Toc201880684]1.2	Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:
0. Apakah insentif PPh UMKM berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
0. Apakah rasa nasionalisme pengusaha dapat memoderasi pengaruh insentif PPh UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
0. Apakah nasionalisme pengusaha memediasi secara parsial pengaruh insentif PPh UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak
[bookmark: _Toc201880685]1.3	Tujuan Peneliatian
Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh insentif PPh UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mengalanisis dan mengetahui pengaruh insentif PPh UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi nasionalisme pengusaha
2. Untuk menganalisis peran nasionalisme pengusaha sebagai variabel mediasi parsial dalam pengaruh insentif PPh UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
[bookmark: _Toc201880686]1.4	Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
2. Manfaat Teoritis
Memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman tentang bagaimana insentif perpajakan mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM, serta bagaimana nasionalisme pengusaha dapat memoderasi hubungan tersebut. Selain itu bisa menjadi pengetahuan terkait dengan Theory Planned Behavior yang dihubungkan dengan perilaku kepatuhan
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Wajib Pajak UMKM
Pemanfataan insentif PPh dan komitmen nasionalisme pengusaha dalam mendukung perekonomian nasional
b. Bagi KPP Pratama Samarinda Ulu
Penelitian ini memberikan informasi praktis bagi KPP Pratama Samarinda Ulu dalam merancang strategi lebih efektif dalam mewujudkan perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM
3. Manfaat Regulasi
Hasil penelitian dapat memberikan manfaat regulasi dengan menyediakan data dan wawasan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan insentif PPh UMKM, serta menilai peran nasionalisme pengusaha dalam meningkatkan kepatuhan pajak.
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[bookmark: _Toc201880689]2.1	Landasan Teori
[bookmark: _Toc201880690]2.1.1 	Theroy of Planned Behavior
Menurut Ajzen (1991), dalam istilah luas Teori Perilaku Terencana (The Theory of Planned Behavior) salah satu teori yang banyak digunakan dalam pengembangan manajemen sumber daya manusia. Teori ini memungkinkan perubahan perilaku individu dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku dengan cara tertentu (Nuryanti et al., 2023). 
TPB mempertimbangkan tiga komponen utama: sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (Wicaksono et al., 2024). Sikap terhadap perilaku diartikan sebagai penilaian keseluruhan seseorang mengenai pelaksanaan suatu tindakan. Sikap ini dibentuk oleh keyakinan-keyakinan yang kuat tentang tindakan tersebut, yang dikenal sebagai keyakinan perilaku (behavioral beliefs) (Sakdiyah Lifatin et al., 2019). Norma subjektif adalah tekanan sosial yang dirasakan seseorang mengenai apakah ia harus melakukan suatu tindakan atau tidak. Hal ini berkaitan dengan bagaimana seseorang memandang pendapat orang lain yang penting baginya tentang apakah tindakan tersebut sebaiknya dilakukan (Faisal, 2020). Kontrol perilaku yang dipersepsikan control belief adalah keyakinan individu mengenai adanya faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghalangi perilaku yang akan ditunjukkan, serta bagaimana persepsinya terhadap kekuatan faktor-faktor tersebut dalam memengaruhi perilakunya (Karwur et al., 2020).
TPB mengasumsikan bahwa perilaku seseorang tidak hanya ditentukan oleh niatnya, tetapi juga oleh faktor-faktor lain yang mempengaruhi niat tersebut (Adil Muhammad, 2023). Tingkat kepatuhan pajak yang dikaitkan dengan theory of planned behavior sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah. Pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Insentif ini tidak hanya memberikan keringanan beban pajak bagi pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan motivasi mereka untuk melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu. Dengan adanya insentif PPh, wajib pajak merasa lebih diuntungkan dan terdorong untuk mematuhi aturan perpajakan, karena mereka melihat adanya timbal balik yang positif dari pemerintah dalam bentuk keringanan fiskal. Sebagai hasilnya, kepatuhan pajak meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara.
Insentif pajak penghasilan dapat dikategorikan dalam control belief dalam kerangka Teori Planned Behavior (TPB), yaitu keyakinan individu terhadap faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kendali mereka atas suatu perilaku. Insentif ini berperan sebagai faktor eksternal yang memberikan kemudahan atau keringanan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan adanya insentif, wajib pajak memiliki persepsi bahwa mereka lebih mampu untuk mematuhi peraturan pajak karena adanya dukungan kebijakan yang mengurangi hambatan finansial. Peningkatan perceived behavioral control akibat insentif ini dapat berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak, karena wajib pajak merasa memiliki kendali lebih besar terhadap kewajiban perpajakan mereka.
Selain itu nasionalisme dapat dikaitkan dengan behavioral belief dalam Teori Planned Behavior (TPB), yaitu keyakinan individu bahwa suatu perilaku akan menghasilkan konsekuensi tertentu. Pengusaha yang memiliki rasa nasionalisme cenderung meyakini bahwa menjalankan usaha dengan memperhatikan kepentingan nasional, seperti membayar pajak dengan patuh, menggunakan produk lokal, dan berkontribusi pada perekonomian nasional, akan memberikan dampak positif bagi negara serta usahanya sendiri. Keyakinan ini membentuk sikap positif terhadap perilaku nasionalisme dalam berbisnis, yang pada akhirnya dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih berpihak pada kepentingan bangsa. Semakin kuat keyakinan pengusaha bahwa tindakan nasionalis akan membawa manfaat, semakin besar kemungkinan mereka untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai nasionalisme dalam praktik bisnisnya.
[bookmark: _Toc201880691]2.1.2 	UMKM
UMKM merupakan kategori bisnis yang dibedakan berdasarkan ukuran, jumlah karyawan, dan pendapatan tahunan. UMKM Salah satu bentuk usaha kecil yang memiliki peran penting dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat adalah UMKM, yang dapat bertahan dalam berbagai kondisi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Al Farisi et al., 2022). Diantaranya penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial, penguatan ekonomi, peningkatan ekonomi daerah, kenaikan pendapatan dan pengeluaran (Vinatra, 2023). 
Klasifikasi UMKM dapat berbeda di tiap negara. Di Indonesia, pengelompokan UMKM didasarkan pada kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Vinatra, 2023). Berikut ini adalah kriteria UMKM yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008 (N. Sari et al., 2021).
a. Kriteria Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki total kekayaan bersih tidak lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha, atau yang menghasilkan penjualan tahunan tidak lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
b. Kriteria Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau yang menghasilkan penjualan tahunan antara lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
c. Kriteria Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau yang menghasilkan penjualan tahunan antara lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
Menurut isi undang-undang tersebut, UMKM adalah kegiatan usaha yang memiliki potensi untuk memperluas kesempatan kerja serta menyediakan layanan ekonomi yang luas bagi masyarakat (Artharini, 2022). Selain itu, UMKM juga berkontribusi dalam pemerataan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membantu menjaga stabilitas nasional (Mingkid et al., 2023).
Dari sisi pajak, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki definisi dan perlakuan khusus yang berbeda dari usaha besar. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi (Ilmu et al., 2022), yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Menurut peraturan perpajakan, UMKM adalah pelaku usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun pajak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018, UMKM yang memiliki peredaran bruto atau omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar per tahun dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final dengan tarif sebesar 0,5% dari total omzet (Alwi et al., 2023). Kebijakan ini diterapkan untuk meringankan beban pajak pelaku UMKM dan mendukung perkembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia.
	Ada dua jenis UMKM berdasarkan status hukumnya, yakni UMKM berbentuk badan dan UMKM berbentuk pribadi (Ananda et al., 2015).
a. UMKM Pribadi
UMKM pribadi merujuk pada usaha yang dimiliki dan dikelola secara perorangan tanpa adanya keterlibatan badan usaha atau perusahaan besar. Jenis usaha ini biasanya dijalankan oleh individu atau keluarga dengan modal terbatas dan cakupan usaha yang relatif kecil. UMKM pribadi mencakup usaha di berbagai sektor, seperti perdagangan, jasa, produksi, atau kuliner, dan beroperasi dalam skala lokal atau nasional.
b. UMKM Badan
Usaha yang dikelola oleh badan hukum, seperti koperasi, perseroan terbatas (PT), atau yayasan. UMKM badan biasanya memiliki struktur yang lebih formal dan mungkin melibatkan lebih banyak orang dalam manajemennya dibandingkan UMKM pribadi.
[bookmark: _Toc201880692]2.1.3 	Kepatuhan Wajib Pajak
	Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan adalah sifat patuh, ketaatan, dan tunduk pada ajaran dan aturan. 	Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan kondisi wajib pajak bersikap taatan dan patuh dalam melaksanakan ketentuan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaporkan pajaknya tepat waktu (Umam & Irfan Arifianto, 2023). Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan, pemerintah akan mampu mengumpulkan lebih banyak penerimaan pajak, sehingga dapat meningkatkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia (Adawiyah et al., 2023). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014, kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai kesadaran setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yang mencakup pelaporan dan penyetoran pajak terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
[bookmark: _Toc201880693]2.1.4 	Insentif PPh dalam PP No. 55 tahun 2022
	Pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, yang berfokus pada penyesuaian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Peraturan ini memberikan rincian lebih lanjut mengenai batas peredaran bruto atau omzet yang tidak dikenakan pajak untuk UMKM. Peredaran bruto (omzet) adalah total uang yang diperoleh dari penjualan barang selama periode tertentu, yang belum dikurangi oleh harga pokok penjualan (HPP) serta biaya-biaya lain seperti listrik, air, gaji, dan perlengkapan (Anwar, 2024). Perubahan yang terjadi terkait insentif pajak penghasilan final untuk UMKM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 adalah penyesuaian batas peredaran bruto yang dikenakan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5 persen. Ketentuan ini menyebutkan bahwa UMKM yang dimiliki oleh individu dengan peredaran bruto hingga 500 juta dalam satu tahun tidak akan dikenakan tarif pajak penghasilan final (Budiarsa, 2024). Dimana sebelumnya berdasarkan PP 23 Tahun 2018 dikenakan PPh Final (Hygi Prihastuti et al., 2023).
Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 merupakan langkah krusial dalam mendukung kelangsungan UMKM dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu aspek dari kebijakan ini adalah penerapan tarif pajak yang lebih rendah serta penyediaan fasilitas administratif yang lebih sederhana bagi UMKM. Dengan cara ini, diharapkan UMKM dapat lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Penerapan tarif pajak yang lebih ringan dan insentif pajak lainnya diharapkan dapat memfasilitasi hal tersebut (Farichatul & Tanzil, 2024). Selain itu, dengan memberikan insentif kepada UMKM, kebijakan ini dapat mempengaruhi cara pandang UMKM terhadap kewajiban pajak. Hal ini akan mendorong mereka untuk lebih memahami pentingnya pembayaran pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan mereka (Sandy & Hidayati Mainita, 2024).
[bookmark: _Toc201880694]2.1.5	Nasionalisme
	Nasionalisme merupakan sikap, rasa semangat, dan rasa cinta dari dalam diri seseorang kepada bangsanya dengan melakukan pengorbanan demi kepentingan bersama dan juga sikap ini biasanya selaras dengan sikap bela negara (Michelle & Septian, 2023). Nasionalisme adalah paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, sifat kenasionalan artinya makin menjiwai bangsa Indonesia (Daniati & Ismatullah, 2022). Kesadaran akan keanggotaan dalam suatu bangsa mencakup upaya bersama, baik yang bersifat potensial maupun aktual, untuk mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan diri demi identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Hal ini mencerminkan semangat kebangsaan (Tambun & Haryati, 2022). Nasionalisme adalah persepsi wajib pajak mengenai rasa cintanya. Oleh karena itu nasionalisasi pengusaha mengacu pada tingkat kesadaran, komitmen, dan tindakan seorang pengusaha terhadap kepentingan nasional, seperti memprioritaskan produk lokal, membantu meningkatkan ekonomi nasional, atau menghindari ketergantungan pada sumber daya asing (Tambun & Resti, 2022). Pengusaha dengan nasionalisme tinggi cenderung berfokus pada pembangunan ekonomi dalam negeri, pengembangan SDM lokal, dan menjaga kemandirian ekonomi bangsa.
	Penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa nasionalisme berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Studi oleh Purnamasari et.al (2017) menunjukkan bahwa wajib pajak dengan rasa nasionalisme yang tinggi lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena kesadaran akan pentingnya pajak dalam pembangunan nasional. Penelitian oleh Tambun & Haryati (2022) menemukan bahwa nasionalisme dapat memperkuat efek kewajiban moral terhadap kepatuhan pajak, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi nasionalisme seorang wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk membayar pajak dengan sukarela. Studi lain oleh Elvionita et.al (2024) menegaskan bahwa nasionalisme dan patriotisme secara signifikan memengaruhi kepatuhan pajak, dimana individu yang memiliki loyalitas tinggi terhadap negara cenderung lebih taat dalam membayar pajak. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa dalam konteks UMKM, pengusaha dengan jiwa nasionalisme yang kuat akan lebih sadar akan kontribusinya terhadap negara melalui kepatuhan pajak, terutama ketika insentif PPh UMKM diberikan sebagai dorongan tambahan.
[bookmark: _Toc201880695]2.2 	Peneliti Terdahulu
Untuk mendapatkan lebih banyak referensi, penelitian ini mengacu pada riset terdahulu yang berkaitan dengan Insentif PPh UMKM terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nasionalisme pengusaha sebagai moderasi. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait topik tersebut.




[bookmark: _Toc181215773]Tabel 2.1 Peneliti terdahulu
	No.
	Nama penulis/Tahun
	Judul
	Variable
	Hasil

	1
	Hygi Prihastuti et al (2023)
	Pengaruh Kebijakan PP No. 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan 
Kepada Pemerintah 
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	X1 Kebijakan PP No
55 tahun 2022
X2 Kepercayaan 
terhadap pemerintah
Y Kepatuhan wajib pajak
	Kebijakan PP No. 55 Tahun 2022 
dan kepercayaan 
terhadap pemerintah berpengaruh signifikan terhada kepatuhan pajak UMKM

	2
	Noverlina Bulele 
(2 024)
	Faktor Yang Mempe- ngaruhi Kepatuhan 
Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar 
Pajak Di Tinjau Dari Penerapan PP No. 55 Tahun 2022 Di KPP Pratama Medan 
Petisah
	X1 Kesadaran wajib pajak PP No.55 
tahun 2022
X2 Pengetahuan dan pemahaman WP PP No.55 tahun 2022
X3 Tingkat 
penghasilan WP PP No.55 tahun 2022
Y Kepatuhan 
membayar pajak PP No.55 tahun 2022
	Kesadaran dan 
pemahaman WP 
tentang pajak 
meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran dan 
pelaporan pajak. 
Tingkat penghasilan juga mempengaruhi kepatuhan

	3
	Sihar & Ani (2022)
	Moderasi Sikap 
Nasionalisme atas 
Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kesadaran 
Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak
	X1 Sikap 
nasionalisme
X2 Moral pajak
Y1 Kesadaran pajak
Y2 kepatuhan WP
	Nasionalisme berpengaruh pada kesadaran dan 
kepatuhan pajak, 
serta memoderasi hubungan antara moral pajak dan 
kesadaran

	4
	Olivia, Siti & Elda 
(2023)
	Pemgaruh Insentif 
Pajak Terhadap 
Kepatuhan Wajib 
Pajak UMKM Orang Pribadi Pada Masa 
Pandemi Covid-19 
(Studi Pada UMKM Di Jakarta Utara)
	X Insentif pajak
Y Kepatuhan wajib pajak
	Insentif pajak 
berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib 
pajak UMKM di 
Jakarta Utara

	5
	Rio & Supartini  
(2 019)
	Pengaruh Implementasi Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap 
Kepatuhan Wajib 
Pajak UMKM 
Dengan Patriotisme 
Sebagai Variable 
Moderasi
	X Implementasi 
penurunan tarif 
pajak UMKM
Y kepatuhan WP 
UMKM
Z Patriotisme
	Penurunan tarif 
pajak UMKM 
meningkatkan kepatuhan, dan 
patriotisme berpengaruh positif serta 
memoderasi efek penurunan tarif 
pajak


Sumber Data: Hasil Penelitian, Data Diolah 2024
Berikut dijelaskan beberapa persamaan dan perbedaan anatara riset atau penelitian terdahulu dengan riset ini secara keseluruhan:
1. Hygi Prihastuti et al (2023) terdapat perbedaan dari penelitian ini adalah variabel bebas yang diteliti adalah kepercayaan terhadap pemerintah, sedangkan penelitian ini menggunakan insentif PPh PP No.55 tahun 2022. Persamaan dalam penelitian ini adalah objek penelitiannya, yaitu WP UMKM.
2. Noverlina Bulele (2024) terdapat perbedaan dalam penelitian ini terletak pada variabel X dan Y serta lokasi penelitian, pada penelitian ini lokasinya di KPP Pratama Samarinda Ulu. Persamaannya adalah landasan teori yang digunakan mengacu pada PP No. 55 Tahun 2022.
3. Sihar & Ani (2022) terdapat perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel bebas yang diteliti adalah moral pajak sedangkan penelitian menggunakan insentif PPh UMKM. Persamaannya adalah penggunaan sikap nasionalisme sebagai variabel moderasi dan kesamaan objek penelitian, yaitu kepatuhan WP Pajak.
4. Olivia, Siti, Elda (2023) terdapat perbedaan dalam penelitian ini meliputi penggunaan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan hanya membahas objek WP UMKM orang pribadi, serta lokasi penelitian yang berbeda sedangkan penelitian ini menggunakan PP No.55 tahun 2022 dan objek WP UMKM badan dan pribadi. Persamaannya adalah fokus pada insentif pajak dan kepatuhan WP UMKM.
5. Rio & Supartini (2019) terdapat perbedaan dalam penelitian ini terletak pada variabel X (implementasi penurunan tarif pajak UMKM), Y (kepatuhan WP UMKM), dan Z (patriotisme sebagai variable moderasi) yang digunakan sedangkan penelitian ini menggunakan pengaruh insentif PPh PP No.55 tahun 2022 . Persamaannya adalah bahwa kedua penelitian membahas topik yang serupa, yaitu penurunan tarif pajak UMKM.
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2.4 	Hipotesis
[bookmark: _Toc201880700]2.4.1 	Insentif PPh UMKM Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Insentif PPh untuk pelaku UMKM adalah fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah guna mendorong pengembangan potensi dan aktivitas di sektor UMKM (Aini & Nurhayati, 2022). Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu, berupa pengurangan tarif pajak, dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Hubungan antara insentif pajak dan kepatuhan pajak dapat dijelaskan dengan Theory of Planned Behavior, di mana niat atau kesadaran wajib pajak untuk berperilaku sesuai aturan (dalam hal ini memenuhi kewajiban pajak) dipengaruhi oleh keringanan atau insentif yang mereka terima. Artinya, dengan adanya insentif, niat UMKM untuk patuh pajak cenderung meningkat.
	Berdasarkan penelitian mengenai insentif PPh UMKM menurut (Aini & Nurhayati, 2022) menunjukkan bahwa Insentif Pajak Penghasilan UMKM pada pelaku UMKM di Kabupaten Bandung telah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penurunan tarif pajak membuat pelaku UMKM merasa tidak terbebani, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Pemerintah berharap insentif PPh ini dapat mendukung UMKM dan meningkatkan jumlah wajib pajak dari sektor tersebut.
Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang tercipta adalah sebagai berikut:
H1 : Insentif PPH UMKM Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu
[bookmark: _Toc201880701]2.4.2 	Nasionalisme Memperkuat Pengaruh Insentif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Rasa nasionalisme dapat mempengaruhi efektivitas insentif pajak untuk UMKM dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Insentif PPh (Pajak Penghasilan) UMKM dirancang untuk meringankan beban pajak bagi bisnis kecil, yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak. Dengan adanya rasa nasionalisme yang kuat, pelaku UMKM mungkin merasa lebih termotivasi untuk mematuhi peraturan pajak karena mereka merasa bagian dari upaya nasional untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara. Nasionalisme dapat memperkuat dampak insentif pajak dengan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial para pelaku UMKM.
Penelitian oleh Ayu Mita Dewi, (2023) menunjukkan bahwa nasionalisme sebagai moderasi yang memperkuat pengaruh insentif pajak penghasilan (PPh) terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan tingkat nasionalisme yang tinggi, pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi lebih positif dan signifikan. 
Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang tercipta adalah sebagai berikut:
H2: Nasionalisme Memperkuat Pengaruh Insentif PPh UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Samarinda Ulu
[bookmark: _Toc201880702]2.4.3	Insentif PPh UMKM Berpengaruh Secara Tidak Langsung Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Melalui Nasionalisme
Insentif pajak yang diberikan kepada UMKM tidak selalu serta-merta meningkatkan kepatuhan pajak secara langsung. Pengaruh tersebut sering kali melalui proses internalisasi nilai, salah satunya melalui nasionalisme. Ketika pelaku UMKM memaknai insentif sebagai bentuk kepedulian negara terhadap sektor usaha kecil, hal ini dapat membangkitkan rasa cinta tanah air dan tanggung jawab untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan, termasuk melalui kepatuhan pajak. Dengan demikian, nasionalisme dapat menjadi penghubung emosional yang memperkuat dampak insentif terhadap kepatuhan.
Penelitian oleh Tambun & Haryati (2022) serta Elvionita et al. (2024) menunjukkan bahwa nasionalisme dapat memperkuat hubungan antara variabel insentif dan perilaku patuh wajib pajak.
Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang tercipta adalah sebagai berikut:
H3: Insentif PPh UMKM Berpengaruh Tidak Langsung Terhadap           Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Nasionalisme Pengusaha.
[bookmark: _Toc201880703]2.4.4	Insentif PPh UMKM Berpengaruh Secara Langsung Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Melalui Nasionalisme
Insentif pajak juga dapat berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak ketika disertai dengan peningkatan rasa nasionalisme. Dalam hal ini, nasionalisme tidak hanya berperan sebagai perantara, tetapi sebagai elemen penting dalam memperkuat respons positif atas kebijakan fiskal. Pelaku UMKM yang merasa diperhatikan oleh negara melalui insentif, cenderung mengembangkan sikap positif terhadap pemerintah dan ingin memberikan timbal balik melalui kepatuhan terhadap kewajiban pajak.
Penelitian oleh Tambun & Haryati (2022) serta Elvionita et al. (2024) menunjukkan bahwa nasionalisme dapat memperkuat hubungan antara variabel insentif dan perilaku patuh wajib pajak.
Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang tercipta adalah sebagai berikut:
H4: Insentif PPh UMKM Berpengaruh Langsung Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Nasionalisme Pengusaha
[bookmark: _Toc201880704]2.4.5	Nasionalisme Berperan Sebagai Variabel Mediasi Persial Dalam Hubungan Antara Insentif PPh Terhadap Kepatuhan Wjib Pajak
Nasionalisme pengusaha dapat berperan sebagai variabel mediasi parsial dalam hubungan antara insentif PPh UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, insentif pajak tidak hanya berpengaruh langsung terhadap kepatuhan, tetapi juga memiliki pengaruh tidak langsung yang diperantarai oleh sikap nasionalisme pelaku UMKM. Pelaku usaha yang menerima insentif pajak dari pemerintah berpotensi mengalami peningkatan kesadaran nasional, merasa dihargai sebagai bagian dari pembangunan bangsa, dan pada akhirnya lebih terdorong untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Dalam hal ini, nasionalisme berperan sebagai penguat hubungan, namun tidak menggantikan seluruh efek insentif. Oleh karena itu, perannya bersifat parsial, yaitu sebagian pengaruh insentif pajak disalurkan melalui peningkatan nasionalisme, dan sebagian lainnya tetap langsung memengaruhi kepatuhan.
Penelitian oleh Sukarsa, Sudiartha, dan Mimba (2022) di Kabupaten Gianyar menunjukkan bahwa nasionalisme mampu memperkuat pengaruh insentif dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan tersebut mendukung peran nasionalisme sebagai variabel perantara yang signifikan dalam efektivitas kebijakan fiskal terhadap perilaku wajib pajak.
Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang tercipta adalah sebagai berikut:
H5: Nasionalisme Pengusaha Memediasi Secara Persial Pengaruh Insentif PPh UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
[bookmark: _Toc201880705]2.5 	Model Penelitian
[image: ]	Berdasarkan kerangka konsep sebelumnya, maka model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 







[bookmark: _Toc178851915]
[bookmark: _Toc195644321]Gambar 2. 2 Model Penelitian


[bookmark: _Toc201880706]BAB III 
[bookmark: _Toc201880707]METODE PENELITIAN
[bookmark: _Toc201880708]3.1	Definisi Operasional dan Pengukuran Variable
	Makna operasional adalah aspek yang digunakan untuk menentukan indikator yang menggambarkan variabel untuk menentukan, mengevaluasi, atau mengukur variabel yang digunakan dalam penelitian. Berikut definisi operasional yang digunakan pada penelitian ini:
[bookmark: _Toc201880709]3.1.1	Variable Dependen (Y)
	Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan serta menjalankan hak-haknya terkait perpajakan. Objek kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini yaitu UMKM kecil dan menengah yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu tahun 2019-2024 dalam penelitian sebagai variabel dependen di lambangkan dengan Y, dan diukur melalui beberapa indikator yaitu:
1. Kepatuhan saat mendaftar sebagai wajib pajak
2. Kepatuhan menyampaikan surat pemberitahuan
3. Kepatuhan dalam menghitung dan melunasi pajak terhutang
Variabel kepatuhan wajib pajak akan dihitung menggunakan skala Likert. 



[bookmark: _Toc179459235]Tabel 3.1 Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak (Y)
	Variabel dependen
	Indikator
	Lambang
	Butiran pernyataan
	Jumlah pernyataan

	Kepatuhan wajib pajak
	Kepatuhan saat mendaftar
sebagai wajib pajak
	Y1
	Y.1a
Y.1b
	2

	
	Kepatuhan menyampaikan surat pemberitahuan
	Y2
	Y.2a
Y.2b
	2

	
	Kepatuhan dalam menghitung
dan melunasi pajak terhutang
	Y3
	Y.3a
Y.3b
	2


Sumber: Hasil Penelitian, 2024
[bookmark: _Toc201880710]3.1.2 	Variable Independen (X1)
	Insentif PPh adalah bentuk keringanan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak untuk mendorong kegiatan ekonomi tertentu. Insentif ini dapat berupa pengurangan tarif pajak atau pembebasan pajak, yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pada penelitian ini sebagai variabel independen di lambangkan dengan X1, dan diukur melalui beberapa indikator yaitu:
1. Kebijakan tarif pajak UMKM
2. Persepsi atas Hak dan Kewajiban UMKM atas pajak
3. Penerimaan subsidi pajak UMKM
Variabel insentif pajak akan dihitung menggunakan skala Likert.
[bookmark: _Toc179459236]Tabel 3.2 Pengukuran variabel insentif PPh (X)
	Variabel independen
	Indikator
	Lambang
	Butir pernyataan
	Jumlah pernyataan

	Insentif PPh
	Kebijakan tarif pajak UMKM
	X1
	X.1a
X.1b
	2

	
	Persepsi atas Hak dan kewajiban UMKM atas pajak
	X2
	X.2a
X.2b
	2

	
	Penerimaan subsidi pajak UMKM
	X3
	X.3a
X.3b
	2


Sumber: Hasil Penelitian, 2024
[bookmark: _Toc201880711]3.1.3	Variabel Moderasi (Z)
	Sikap nasionalisme adalah rasa cinta dan tanggung jawab terhadap negara yang diwujudkan melalui kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak, dukungan terhadap kebijakan pemerintah, serta partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi nasional. Pada penelitian ini sebagai variabel moderasi di lambangkan dengan Z, dan diukur melalui beberapa indikator yaitu:
1. Kesaradan akan kewajiban pajak
2. Kepedulian terhadap kepentingan nasional
3. Komitmen terhadap keadilan sosial
Variabel nasionalisme akan dihitung menggunakan skala Likert. 
[bookmark: _Toc179459237]Tabel 3.3 Pengukuran variabel sikap nasional
	Variabel moderasi
	Indikator
	Lambang
	Butir pernyataan
	Jumlah pernyataan

	Sikap nasionalisme
	Kesaradan akan kewajiban 
pajak
	Z.1
	Z.1a
Z.1b
	2

	
	Kepedulian terhadap 
kepentingan nasional
	Z.2
	Z.2a
Z.2b
	2

	
	Komitmen terhadap keadilan sosial
	Z.3
	Z.3a
Z.3b
	2


Sumber: Hasil Penelitian, 2024
[bookmark: _Toc201880712]3.2 	Populasi dan Sampel
[bookmark: _Toc201880713]3.2.1 	Populasi
	Populasi adalah objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dianalisis dan diambil kesimpulannya, sehingga membentuk populasi yang menjadi dasar untuk generalisasi (Rialdy & Helmiza, 2023). Populasi pada penelitian ini ialah wajib pajak UMKM aktif di KPP Samarinda Ulu yang terdiri dari wajib pajak pribadi sebanyak 27.017 wajib pajak dan wajib pajak badan sebanyak 17.094 wajib pajak.
[bookmark: _Toc201880714]3.2.2 	Sampel
	Sampel diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi (Adnyana, 2021). Sampel digunakan untuk menyajikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai karakteristik atau fenomena yang sedang diteliti.
	Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah proportionate stratified random sampling teknik ini digunakan ketika populasi terdiri dari unsur yang beragam dan memiliki strata yang berbeda, di mana setiap strata tersebut proporsional satu sama lain. 
	Dikarena jumlah populasi sudah diketahui, digunakan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel yang meliputi:
	
Keterangan: 
n : Total sampel 
N : Jumlah populasi 
e : Tingkat kesalahan (ditetapkan pada penelitian ini sebesar 10%)
Dengan menerapkan rumus tersebut dalam penelitian ini, perhitungan sampel untuk wajib pajak pribadi adalah sebagai berikut:



= 99,63

Selanjutnya rumus slovin digunakan untuk menghitung sampel untuk wajib pajak badan sebagai berikut:



= 99,42
[bookmark: _Toc179459238]Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, sampel terdiri dari 100 sampel diambil dari wajib pajak pribadi dan 100 sampel diambil dari wajib pajak badan. Dengan demikian, total keseluruhan sampel adalah 200 wajib pajak. Perhitungan jumlah sampel untuk setiap wajib pajak adalah sebagai berikut. 
Tabel 3.4 Perhitungan Sampel
	Kategori
	Wajib pajak terdaftar
	Sampel

	Wajib pajak pribadi
	27.017
	100

	Wajib pajak badan
	17.094
	100

	Total
	
	200


Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2024
[bookmark: _Toc201880715]3.3	Jenis Penelitian
Penelitian in merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih guna mengetahui pengaruh antar variabel yang satu dengan yang lainnya (S. Sugiyono, 2010).
[bookmark: _Toc201880716]3.4 	Jenis dan Sumber Data
Jenis data ialah data kuantitatif, data kuantitatif adalah jenis data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan dapat diukur secara objektif. Data ini mencakup variabel yang dapat dihitung, seperti jumlah, frekuensi, dan ukuran, dan sering digunakan untuk analisis statistik (Yuliana et al., 2023).
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara atau angket (P. Sugiyono, 2019). Data dikumpulkan melalui survei dengan kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak UMKM terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu. Kuesioner dapat diisi melalui tautan berikut: https://forms.gle/bamLMazf4LN1TrcPA
[bookmark: _Toc201880717]3.5 	Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang ada pada peneliti ini yakni menggunakan kuesioner dilakukan dengan menyajikan pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Hasil dari jawaban tersebut kemudian diolah dan dianalisis lebih lanjut. Peneliti menggunakan skala likert pada kuesionernya, sebagaimana dinyatakan oleh Muslich Ansori (2020) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi individu atau kelompok terhadap fenomena sosial. Fokus pengukurannya adalah respons subjek, bukan fenomena itu sendiri. Variabel yang diukur diuraikan menjadi indikator yang digunakan untuk menyusun instrumen berupa pertanyaan atau pernyataan. Setiap jawaban pada skala Likert memiliki gradasi, dari "sangat positif" hingga "sangat negatif." 
[bookmark: _Toc179459239]Tabel 3.5 Pengukuran indikator skala likert
	Keterangan
	Skor pernyataan positif
	Skor pernyataan negatif

	Sangat Setuju (SS)
	5
	1

	Setuju (S)
	4
	2

	Ragu-Ragu (RR)
	3
	3

	Tidak Setuju (TS)
	2
	4

	Sangat Tidak Setuju (STS)
	1
	5


Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2024
[bookmark: _Toc201880718]3.6 	Teknik Analisi Data
Analisis data dalam penelitian kuantitatif dilakukan setelah seluruh data dari responden atau sumber data lainnya terkumpul. Menurut Sugiyono (2013) teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Statistika deskriptif adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menggambarkan atau meringkas mengenai kondisi atau peristiwa tertentu yang menjadi objek penelitian (Martias, 2021). Dengan kata lain, tujuan utama statistika deskriptif adalah menyajikan data secara jelas sehingga dapat dipahami atau diinterpretasikan dengan mudah berdasarkan hasil penggambarannya. Alat analisis yang digunakan yaitu software SmartPLS version 4.0. SEM-PLS merupakan suatu teknik analisis yang menggabungkan pendekatan struktural, pendekatan analisis faktor, dan analisis jalur (Harahap & Pd, 2020). SEM-PLS merupakan metode SEM yang akan dievaluasi melalui inner model serta outer model. 
[bookmark: _Toc201880719]3.6.1 	Model Pengukuran (Outer Model)
	Outer model merujuk pada hubungan kausalitas antara variabel laten, baik endogen maupun eksogen, dengan indikator atau pengukuran dalam variabel yang ada. Variabel eksogen adalah variabel yang variabilitasnya ditentukan oleh asumsi penyebab yang berada di luar model, sering disebut sebagai variabel independen. Pengujian  pada outer model memberikan nilai penting untuk analisis reliabilitas dan validitas (Musyaffi et al., 2022). Adapun pengujian yang dilakukan outer model yakni:
a. Validitas Konvergen (Convergent Validity)
Validitas konvergen dilakukan dengan melihat nilai loading factor masing-masing indikator terhadap konstruknya (Asbari et al., 2019). Nilai yang direkomendasikan untuk convergent validity adalah > 0,7 pada model penelitian yang relatif sudah banyak diteliti (Musyaffi et al., 2022). Jika model dalam penelitian merupakan model yang baru dikembangkan atau penelitian pertama, nilai loading factor dapat ditoleransi pada 0,5.
b. Validitas Diskriminan (Discriminant Validity)
Nilai validitas diskriminan adalah nilai cross loading factor yang digunakan untuk mengevaluasi diskriminasi dalam konstruk penelitian. Untuk menilai kecukupan validitas diskriminan suatu konstruk, dapat dilakukan dengan membandingkan nilai loading dari konstruk yang dituju dengan loading dari konstruk lainnya, di mana nilai loading yang diinginkan harus lebih besar (Musyaffi et al., 2022).
c. Reliabilitas (Composite Reliability)
Nilai composite reliability merupakan ukuran untuk mengukur reliabilitas suatu indicator. Dengan nilai tersebut dapat terukur nilai reliabilitas sesungguhnya dari suatu konstruk yang dibangun. Nila composite reliability diharapkan minimal 0.7 (Sarstedt et al., 2021). Apabila nilai composite reliability di atas 0,8 maka dapat disimpulkan sebagai data memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi (M. K. Sari et al., 2023).
[bookmark: _Toc201880720]3.6.2 	Model Struktural (Inner Model)
Pengujian pada model structural bertujuan untuk mengidentifikasi dan melihat hubungan antara variabel eksogen dan endogen dalam suatu penelitian. Hubungan tersebut akan menjawab tujuan penelitian yakni pengujian terhadap hipotesis yang disusun dalam suatu penelitian (Musyaffi et al., 2022). Pengujian model struktural dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
a. R Square atas variabel endogen
Nilai ini merupakan koefisien determinasi pada suatu konstruk endogen. Nilai R Square juga menjelaskan variasi dari variabel eksogen terhadap variabel endogennya. Kekuatan penjelasan variasi tersebut dibagi ke beberapa kriteria yakni R Square sebesar 0,67 artinya kuat, 0,33 artinya moderat, dan 0,19 artinya lemah.
b. Effect Size (FSquare)
Effect size merupakan prosedur yang dilaksanakan untuk mengetahui perubahan R Square pada konstruk endogen. Perubahan nilai R Square tersebut memperlihatkan pengaruh konstruk eksogen terhadap konstruk endogen terkait dengan kebradaan subtantif pengaruhnya. Nilai f square kategori kecil yakni 0,02, kategori menengah yakni 0,15, dan kategori besar yakni 0,35. 
[bookmark: _Toc201880721]3.6.3	Pengujian Hipotesis
Langkah terakhir yang dilakukan dari pengujian evaluasi model struktural adalah dengan cara melihat nilai signifikan P-value untuk mengetahui pengaruh antar variabel berdasarkan hipotesis yang dibangun melalui prosedur resampling. Arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat diielaskan menggunakan uji  hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan dengan cara melihat P-value. Sedangkan nilai signifikan yang digunakan dengan nilai P-value 0,10 (signifikan level = 10%), 0.05 (signifikan level = 5%), dan 0,01 (signifikan level = 0,001) (Ghozali dan Latan, 2014) pada penelitian ini menggunakan P-value 0,05 (signifikan level = 5%) yang artinya jika: 
P-value ≥ 0,05, maka hipotesis ditolak
P-value ≤ 0,05, maka hipotesis diterima

[bookmark: _Toc201880722]BAB IV 
[bookmark: _Toc201880723]HASIL DAN PEMBAHASAN
[bookmark: _Toc201880724]4.1 	Karakteristik Responden
Jumlah responden dalam riset ini adalah 200 orang, yang ditentukan berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin. Adapun responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM aktif yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu. Data dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung, melalui Google Form dan mengunjungi responden secara tatap muka. 
Peneliti menggambarkan responden atau informan berdasarkan beberapa kriteria, seperti status UMKM yang aktif, usia wajib pajak, usia usaha, serta jenis wajib pajak yang dimiliki.






[bookmark: _Toc195644327]Gambar 4.1 Diagram Data Responden dari Usia Usaha Responden
Sumber: Hasil Olah Data, 2025

Dari gambar diagram 4.1, terlihat usaha dengan usia 1-2 tahun memiliki jumlah responden terbanyak 120 orang, sedangkan usaha 2-3 tahun memiliki 80 responden.



[bookmark: _Toc195644328]


Gambar 4.2 Diagram Data Responden dari Usia Wajib Pajak
Sumber: Hasil Olah Data, 2025

Dari gambar diagram 4.2, terlihat bahwa 46% wajib pajak memiliki usia 1-5 tahun, sementara 54% lainnya sudah lebih dari 5 tahun terdaftar sebagai wajib pajak. Artinya, lebih dari setengah wajib pajak yang menjadi responden memiliki pengalaman lebih lama dalam kewajiban perpajakan.




[bookmark: _Toc195644329]Gambar 4.3 Diagram Data Responden dari Jenis Wajib Pajak yang Dimiliki
Sumber: Hasil Olah Data, 2025

Dari gambar diagram, terlihat bahwa 49,3% responden merupakan wajib pajak pribadi, sementara 50,7% sisanya merupakan wajib pajak badan. Dengan demikian, jumlah responden dari wajib pajak badan sedikit lebih banyak dibandingkan dengan responden wajib pajak orang. Pribadi
[bookmark: _Toc201880725]4.2 	Analisis Statistik Deskriptif
Analisis deskriptif bertujuan untuk mengetahui tanggapan responden terhadap setiap pernyataan yang disusun dalam kuesioner berdasarkan masing-masing indikator. Proses analisis ini dilakukan dengan mengolah data hasil tanggapan responden yang diberikan menggunakan skala Likert 1 sampai 5 sebagaimana digunakan dalam survei.
[bookmark: _Toc201880726]4.2.1 	Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)
Kepatuhan pajak diartikan sebagai kondisi di mana wajib pajak memiliki kemampuan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Variabel ini terdiri dari 3 indikator yang masing-masing diwakili oleh pernyataan positif dan pernyataan negatif. Hasil analisis disajikan dalam bentuk nilai rata-rata (mean) untuk setiap indikator guna memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan pajak responden.
[bookmark: _Toc202227872]Tabel 4. 1 Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
	Indikator
	Jawaban Responden
	Rata-rata (mean)

	
	1 (STS)
	2 (TS)
	3 (RR)
	4 (S)
	5 (SS)
	

	Y.1a
	0
	0
	2
	60
	138
	4.68

	Y.2a
	0
	0
	6
	64
	130
	4.62

	Y.3a
	0
	0
	3
	70
	127
	4.62



	Indikator
	Jawaban Responden
	Rata-rata (mean)

	
	1 (SS)
	2 (S)
	3 (RR)
	4 (TS)
	5 (STS)
	

	Y.1b
	0
	3
	0
	78
	119
	4.57

	Y.2b
	0
	0
	2
	74
	124
	4.61

	Y.3b
	0
	0
	0
	67
	123
	4.57


Sumber: Data diolah, 2025
Berdasarkan hasil analisis, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan menunjukkan konsistensi antara pernyataan positif (Y1a) dan negatif (Y1b) dengan nilai rata-rata masing-masing sebesar 4,68 dan 4,57. Hal ini mencerminkan bahwa para wajib pajak secara umum memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dan stabil terhadap pelaporan serta pembayaran pajak.
Selanjutnya, pada indikator kedua, pernyataan positif (Y2a) memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,62 sedangkan pernyataan negatif (Y2b) mendapatkan nilai 4,61. Kedekatan nilai ini mengindikasikan bahwa responden konsisten dalam menyatakan bahwa mereka menjalankan kewajiban perpajakan secara teratur dan sesuai ketentuan.
Indikator ketiga menunjukkan nilai positif (Y3a) sebesar 4,62 dan negatif (Y3b) sebesar 4,57. Kesesuaian antara kedua skor ini menggambarkan bahwa persepsi responden terhadap pentingnya kepatuhan pajak tetap tinggi meskipun bentuk pernyataan berbeda.
[bookmark: _Toc201880727]4.2.2 	Analisis Deskriptif Insentif PPh UMKM (X1)
Insentif pajak merupakan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong kepatuhan dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam memenuhi kewajiban perpajakan
[bookmark: _Toc202227873]Tabel 4. 2 Deskriptif Variabel Insentif PPh UMKM
	Indikator
	Jawaban Responden
	Rata-rata (mean)

	
	1 (STS)
	2 (TS)
	3 (RR)
	4 (S)
	5 (SS)
	

	X.1a
	1
	2
	15
	55
	126
	4.5

	X.2a
	0
	2
	9
	64
	125
	4.56

	X.3a
	0
	2
	2
	66
	130
	4.62



	Indikator
	Jawaban Responden
	Rata-rata (mean)

	
	1 (SS)
	2 (S)
	3 (RR)
	4 (TS)
	5 (STS)
	

	X.1b
	0
	2
	17
	55
	126
	4.53

	X.2b
	0
	5
	9
	59
	127
	4.54

	X.3b
	0
	6
	3
	58
	133
	4.59


Sumber: Data diolah, 2025
Berdasarkan hasil analisis, persepsi wajib pajak terhadap kebijakan tarif UMKM menunjukkan konsistensi antara pernyataan positif (X1a) dan negatif (X1b) yang sama-sama memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,5 dan 4,57. Hal ini mencerminkan adanya penilaian positif yang kuat dan stabil terhadap tarif pajak yang berlaku.
Kemudian, pernyataan mengenai pemahaman atas hak dan kewajiban perpajakan memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,56 pada pernyataan positif (X2a) dan 4,54 pada pernyataan negatif (X2b). Kedekatan nilai ini menunjukkan bahwa responden memahami secara seimbang hak serta kewajiban mereka dalam konteks perpajakan.
Selanjutnya, persepsi terhadap penerimaan subsidi pajak tercermin dari nilai pernyataan positif (X3a) sebesar 4,62 dan negatif (X3b) sebesar 4,59. Hal tersebut menggambarkan bahwa insentif pajak dipandang secara positif dan turut mendukung kepatuhan pajak.
[bookmark: _Toc201880728]4.2.3 	Analisis Deskriptif Nasionalisme Pengusaha (Z)
Nasionalisme pengusaha dalam konteks penelitian ini mengacu pada kesadaran dan sikap pelaku usaha terhadap kewajiban bernegara, khususnya dalam mendukung pembangunan nasional melalui pajak.
[bookmark: _Toc202227874]Tabel 4. 3 Deskriptif Variabel Nasionalisme Pengusaha
	Indikator
	Jawaban Responden
	Rata-rata (mean)

	
	1 (STS)
	2 (TS)
	3 (RR)
	4 (S)
	5 (SS)
	

	Z.1a
	1
	2
	10
	50
	137
	4.6

	Z.2a
	1
	4
	14
	44
	137
	4.56

	Z.3a
	0
	1
	17
	45
	137
	4.59



	Indikator
	Jawaban Responden
	Rata-rata (mean)

	
	1 (SS)
	2 (S)
	3 (RR)
	4 (TS)
	5 (STS)
	

	Z.1b
	0
	6
	11
	44
	139
	4.58

	Z.2b
	0
	1
	17
	43
	139
	4.6

	Z.3b
	0
	2
	19
	42
	137
	4.57


Sumber: Data diolah, 2025
Dalam hal kesadaran akan kewajiban pajak, pernyataan positif (Z1a) memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,6 dan pernyataan negatif (Z1b) sebesar 4,58. Kedua nilai tersebut menunjukkan bahwa pengusaha memiliki kesadaran yang tinggi dan konsisten dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Berikutnya, kepedulian terhadap kepentingan nasional tercermin dari nilai rata-rata pernyataan positif (Z2a) sebesar 4,56 dan negatif (Z2b) sebesar 4,6. Kesamaan nilai ini mengindikasikan bahwa responden memiliki komitmen kuat dalam mendukung keberlanjutan negara melalui kontribusi pajak.
Terakhir, komitmen terhadap keadilan sosial terlihat dari nilai pernyataan positif (Z3a) sebesar 4,59 dan negatif (Z3b) sebesar 4,57. Hasil ini menunjukkan bahwa para responden secara umum menempatkan pajak sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial.
[bookmark: _Toc201880729]4.3 	Hasil Analisis Data
Analisis PLS (Partial Least Squlares) akan digunakan untuk mengkaji model penelitian ini. Model pengukuran dalam mengevalulasi penerapan dan model ketergantungan adalah oulter model. Validitas konvergen dilakukan dengan melihat item reliability (indikator validitas) yang ditulnjukkan oleh nilai loading factor. Loading factor adalah angka yang menunjukkan korelasi antara skor suatu item pernyataan dengan skor indikator konstruk. Nilai loading factor lebih besar dari 0,7 dikatakan valid. Adapun hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut:


[image: ]Perhitungan Tahap Pertama









Gambar 4.4 Diagram Jalur Tahap Pertama
Sulmber: Data Hasil Penelitian Oultpult SmartPLS, 2025

Berdasarkan gambar 4.1 outer loading tahap pertama menunjukkan seluruh indikator mempunyai nilai loading factor > 0,70 sehingga semua indikator dinyatakan valid atau layak untuk digunakan dan dapat analisis lebih lanjut
[bookmark: _Toc201880730]4.3.1 	Model Pengukuran (Outer Model)
Analisis PLS (Partial Least Squares) akan digunakan untuk menganalisis model penelitian ini. Model pengukuran digunakan untuk mengevaluasi penerapan dan model ketergantungan adalah model luar.
[bookmark: _Toc201880731]4.3.1.1 Uji Validitas
a. Validitas Konvergen
[bookmark: _Hlk192368034]Uji Convergent Validity digunakan untuk menilai sejauh mana indikator-indikator dalam suatu variabel laten memiliki keterkaitan yang tinggi satu sama lain. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai loading factor dari setiap indikator.
Semakin tinggi nilai loading factor, semakin kuat hubungan antara indikator dengan konstruk yang diukur. Umumnya, nilai loading factor yang diterima adalah ≥ 0,5 atau ≥ 0,7 tergantung pada standar penelitian yang digunakan.
Berikut tabel output uji Convergent Validity untuk menilai pemenuhan validitas konvergen indikator.  
[bookmark: _Toc202227875]Tabel 4. 4 Hasil Outer Loading
	
	Insentif PPh
	Kepatuhan WP
	Nasionalisme Pengusaha

	X.1a
	0.827
	
	

	X.1b
	0.825
	
	

	X.2a
	0.880
	
	

	X.2b
	0.870
	
	

	X.3a
	0.850
	
	

	X.3b
	0.829
	
	

	Y.1a
	
	0.782
	

	Y.1b
	
	0.765
	

	Y.2a
	
	0.840
	

	Y.2b
	
	0.861
	

	Y.3a
	
	0.788
	

	Y.3b
	
	0.848
	

	Z.1a
	
	
	0.883

	Z.1b
	
	
	0.842

	Z.2a
	
	
	0.917

	Z.2b
	
	
	0.934

	Z.3a
	
	
	0.941

	Z.3b
	
	
	0.912


Sumber: Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2025

Tabel diatas menunjukkan semua indikator model (loading) memiliki nilai > 0,70 maksudnya konstruk dapat diterima. Selanjutnya selain dari faktor loading untuk mengevaluasi validitas konvergen dapat dilihat dari nilai Average Variance Extracted yang dikatakan valid apabila nilainya > 0,50.
[bookmark: _Toc202227876]Tabel 4. 5 Hasil Nilai Ave
	Variabel
	Rata-rata varians diekstraksi (AVE)
	Keterangan

	Insentif PPh
	0.718
	Valid

	Kepatuhan WP
	0.664
	Valid

	Nasionalisme Pengusaha
	0.820
	Valid


Sumber: Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2025
Hasil diatas menunjukan nilai (Average Variance Extracted) > 0,50 artinya valid dan memenuhi syarat.
b. Validitas Diskriminan
Validitas diskriminan menunjukkan bahwa nilai loading antar aspek atau komponen lebih besar dibandingkan dengan nilai komponen lainnya. Untuk memastikannya, nilai cross loading setiap variabel harus lebih besar dari 0,7. Metode lain untuk menguji validitas ini adalah dengan membandingkan akar kuadrat AVE dan korelasi antar konstruk laten, di mana akar kuadrat AVE harus lebih besar dari korelasi antar konstruk laten. Indikator dianggap valid jika nilai loading variabel lebih tinggi dibandingkan dengan variabel lainnya.
[bookmark: _Toc202227877]Tabel 4. 6 Hasil Cross Loading
	Indikator
	Insentif PPh (X1)
	Kepatuhan WP (Y)
	Nasionalisme Pengusaha (Z)

	X.1a
	0.827
	0.549
	0.651

	X.1b
	0.825
	0.600
	0.628

	X.2a
	0.880
	0.551
	0.677

	X.2b
	0.870
	0.597
	0.585

	X.3a
	0.850
	0.535
	0.651

	X.3b
	0.829
	0.575
	0.611

	Y.1a
	0.494
	0.765
	0.586

	Y.1b
	0.585
	0.782
	0.481

	Y.2a
	0.537
	0.840
	0.576

	Y.2b
	0.547
	0.861
	0.511

	Y.3a
	0.508
	0.788
	0.535

	Y.3b
	0.601
	0.848
	0.492

	Z.1a
	0.685
	0.595
	0.883

	Z.1b
	0.579
	0.529
	0.842

	Z.2a
	0.713
	0.615
	0.917

	Z.2b
	0.669
	0.578
	0.934

	Z.3a
	0.733
	0.615
	0.941

	Z.3b
	0.676
	0.591
	0.912


Sumber: Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2025

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa struktur laten dalam blok tersebut lebih unggul daripada ukuran blok yang lain. Dan cross loadings variabel >0,50. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada masalah dalam analisis cross loadings.
c. Uji Reabilitas
Pada uji reliabilitas, yang digunakan adalah nilai composite reliability dan Cronbach's alpha. Nilai composite reliability dianggap memiliki reliabilitas tinggi jika lebih dari 0,8, dan reliabilitas yang cukup jika lebih dari 0,6. Sementara itu, Cronbach's alpha dianggap baik jika nilainya lebih dari 0,5 dan cukup jika nilainya lebih dari 0,3.
[bookmark: _Toc202227878]Tabel 4. 7 Construct Reliability and Validity
	Variabel
	Cronbach's alpha
	Persyaratan
	Kriteria


	Insentif PPh
	0.921
	0,6
	Reliabel

	Kepatuhan WP
	0.898
	0,6
	Reliabel

	Nasionalisme Pengusaha
	0.956
	0,6
	Reliabel


Sumber: Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2025

Tabel di atas terlihat bahwa skor composite reliability di atas 0,70 untuk semua konstruk. Menunjukkan bahwa responden secara konsisten mampu menjawab pertanyaan, dan tingkat reliabilitas yang baik untuk semua konstruk. Bersamaan dengan hasil cronbach alpha untuk semua konstruk di atas 0,60 sehingga dapat disimpulkan reliabilitas semua variabel baik.
[bookmark: _Toc201880732]4.3.2 Model Struktural (Inner Model)
a. R Square
[bookmark: _Toc192368498]Dalam penelitian menggunakan metode Partial Least Squares (PLS), nilai R-Square digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Berikut adalah hasil pengujian R-Square berdasarkan analisis SmartPLS.



[bookmark: _Toc202227879]Tabel 4. 8 Hasil R Square
	
	R-square sebelum
ditambahkan variabel moderasi
	R-square setelah ditambahkan
variabel moderasi

	Kepatuhan WP
	0.454
	0.500


Sumber: Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2025
Berdasarkan tabel hasil uji R-Square, terlihat bahwa sebelum ditambahkan variabel moderasi, nilai R-Square adalah 0.454, sedangkan setelah variabel moderasi ditambahkan, nilai R-Square meningkat menjadi 0.500.
Karena nilai R-Square mengalami peningkatan setelah penambahan variabel moderasi, dapat disimpulkan bahwa variabel moderasi dalam penelitian ini memperkuat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Dengan kata lain, moderasi yang terjadi bersifat memperkuat hubungan antara kedua variabel tersebut.
b. F Square
Dalam mengestimasi model struktural menggunakan SmartPLS, nilai F-square dari variabel langsung dan variabel moderasi digunakan untuk menentukan ukuran efek. Ukuran efek variabel dikategorikan berdasarkan kriteria 0,02 (lemah), 0,15 (sedang/moderat), dan 0,35 (kuat). 
Berikut adalah hasil F-square dari SmartPLS:
[bookmark: _Toc202227880]Tabel 4. 9 Hasil F Square
	
	F-Square

	Insentif PPh – Kepatuhan WP
	0.152

	Insentif PPh – Nasionalisme Pengusaha
	1.276

	Nasionalisme Pengusaha – Kepatuhan WP
	0.102


Sumber: Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2025
Berdasarkan hasil analisis F-Square yang disajikan pada Tabel 4.9, diketahui bahwa variabel Insentif PPh memiliki pengaruh sedang terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai F-Square sebesar 0,152. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Insentif PPh memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam model struktural yang dibangun. Sementara itu, pengaruh Insentif PPh terhadap Nasionalisme Pengusaha memiliki nilai F-Square sebesar 1,276, yang termasuk dalam kategori pengaruh besar.
Temuan ini mengindikasikan bahwa Insentif PPh sangat berperan dalam membentuk sikap nasionalisme pada diri para pengusaha. Adapun pengaruh Nasionalisme Pengusaha terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai F-Square sebesar 0,102, yang menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap variabel dependen tergolong kecil, meskipun tetap memberikan pengaruh yang signifikan. 
Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa Insentif PPh berperan penting dalam memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, baik secara langsung maupun melalui peran mediasi Nasionalisme Pengusaha.
4.3.3 [bookmark: _Toc201880733]Persamaan Regresi
4.3.3.1 Model Struktural
Model ini menggambarkan hubungan kausal antara variabel-variabel laten:
1. Z = 0.749·X + ε₁
   → Nasionalisme Pengusaha dipengaruhi secara signifikan oleh Insentif PPh
2. Y = 0.416·X + 0.340·Z + ε₂
   → Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi secara langsung oleh Insentif PPh dan juga secara tidak langsung melalui Nasionalisme Pengusaha.
Nilai Koefisien Determinasi (R²):
R² Z = 0.561 → 56.1% variansi Nasionalisme Pengusaha dijelaskan oleh Insentif PPh.
R² Y = 0.500 → 50.0% variansi Kepatuhan WP dijelaskan oleh Insentif PPh dan Nasionalisme Pengusaha.
4.3.3.2 Model Pengukuran
Model pengukuran menggunakan pendekatan reflektif, di mana indikator dianggap sebagai refleksi dari konstruk laten.
[bookmark: _Toc202227881]Tabel 4. 10 Konstruk Insentif PPh (X)
	Indikator
	Loading Faktor
	Persamaan

	X.1a
	0.827
	X.1a = 0.827·X + ε

	X.1b
	0.825
	X.1b = 0.825·X + ε

	X.2a
	0.880
	X.2a = 0.880·X + ε

	X.2b
	0.870
	X.2b = 0.870·X + ε

	X.3a
	0.850
	X.3a = 0.850·X + ε

	X.3b
	0.829
	X.3b = 0.829·X + ε



[bookmark: _Toc202227882]Tabel 4. 11 Konstruk Nasionalisme Pengusaha (Z)
	Indikator
	Loading Faktor
	Persamaan

	Z.1a
	0.883
	Z.1a = 0.883·Z + ε

	Z.1b
	0.842
	Z.1b = 0.842·Z + ε

	Z.2a
	0.917
	Z.2a = 0.917·Z + ε

	Z.2b
	0.934
	Z.2b = 0.934·Z + ε

	Z.3a
	0.941
	Z.3a = 0.941·Z + ε

	Z.3b
	0.912
	Z.3b = 0.912·Z + ε



[bookmark: _Toc202227883]Tabel 4. 12 Konstruk Kepatuhan WP (Y)
	Indikator
	Loading Faktor
	Persamaan

	Y.1a
	0.782
	Y.1a = 0.782·Y + ε

	Y.1b
	0.765
	Y.1b = 0.765·Y + ε

	Y.2a
	0.840
	Y.2a = 0.840·Y + ε

	Y.2b
	0.861
	Y.2b = 0.861·Y + ε

	Y.3a
	0.788
	Y.3a = 0.788·Y + ε

	Y.3b
	0.848
	Y.3b = 0.848·Y + ε


4.3.3.3 Interpretasi Model
Insentif PPh berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Nasionalisme Pengusaha dan Kepatuhan WP. Nasionalisme Pengusaha berperan sebagai variabel mediasi parsial, memperkuat pengaruh tidak langsung Insentif PPh terhadap Kepatuhan WP. Semua loading faktor berada di atas 0.7, menunjukkan validitas indikator yang baik. Nilai R² menunjukkan bahwa model memiliki kekuatan prediktif moderat.
[bookmark: _Toc201880734]4.3.4 	Uji Hipotesis
a. Tujuan Uji Mediasi
Uji mediasi bertujuan untuk mengetahui apakah Nasionalisme Pengusaha (Z) secara signifikan menjadi variabel mediasi dalam hubungan antara Insentif PPh (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
b. Hasil Bootstrapping
[bookmark: _Toc202227884]Tabel 4. 13 Hasil Bootstrapping
	Jalur Uji
	Koefisien
	t-Statistik
	p-Value
	Keputusan

	X → Z
	0.749
	>1.96
	<0.05
	Signifikan

	Z → Y
	0.340
	>1.96
	<0.05
	Signifikan

	X → Y (langsung)
	0.416
	>1.96
	<0.05
	Signifikan

	X → Z → Y (tidaklangsung)
	0.255
	>1.96
	<0.05
	Signifikan


Sumber: Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2025
c. Interpretasi Hasil
Terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan dari X ke Y melalui Z (indirect effect = 0.749 × 0.340 = 0.255). Jalur langsung X → Y juga signifikan (0.416). Karena kedua jalur (langsung dan tidak langsung) sama-sama signifikan, maka mediasi yang terjadi adalah Mediasi Parsial (Partial Mediation), Ini berarti Nasionalisme Pengusaha tidak hanya memediasi sebagian hubungan antara Insentif PPh dan Kepatuhan Wajib Pajak, tetapi Insentif PPh juga tetap berpengaruh langsung secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
d. Kesimpulan
Berdasarkan hasil uji bootstrapping, dapat disimpulkan bahwa Nasionalisme Pengusaha berperan sebagai variabel mediasi parsial dalam hubungan antara insentif PPh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang berarti bahwa pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan tetap signifikan meskipun melalui perantara nasionalisme.
[bookmark: _Toc201880735]4.4 	Pembahasan
[bookmark: _Toc201880736]4.4.1	Pengaruh Insentif PPh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif Pajak Penghasilan (PPh) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terlihat dari koefisien regresi yang bernilai positif, yang mengindikasikan bahwa semakin besar insentif pajak yang diberikan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi di bawah 0,05 memperkuat bahwa hubungan tersebut dapat diterima secara statistik. Selain itu, nilai F-Square sebesar 0,152 termasuk dalam kategori efek sedang (antara 0,15 hingga 0,35), yang menunjukkan bahwa insentif pajak memberikan kontribusi yang cukup terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Sesuai hasil tanggapan responden, rekapitulasi pada indikator insentif pajak menunjukkan mayoritas responden setuju dan sangat setuju bahwa insentif PPh memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dengan rata-rata persentase persetujuan sebesar 94,33% pada indikator X.1a, X.2a, dan X.3a. Hal ini menunjukkan bahwa insentif perpajakan, seperti pengurangan tarif dan pembebasan pajak tertentu, dipandang mampu meringankan beban pelaku UMKM dan mendorong mereka untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan.
Dampak dari adanya insentif PPh ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan dalam aspek pelaporan, pembayaran, dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan negara. Pemberian insentif perpajakan yang efektif terhadap pelaku UMKM berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan meningkatnya tingkat kepatuhan tersebut, potensi terjadinya penghindaran pajak dapat ditekan. Kondisi ini pada akhirnya mendukung terciptanya sistem perpajakan yang lebih adil dan stabil, yang pada gilirannya berperan dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional.
Sebagai solusi untuk memaksimalkan pengaruh insentif PPh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, diperlukan strategi lanjutan yang bersifat solutif dan berkelanjutan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah integrasi kebijakan insentif dengan program pendampingan dan edukasi pajak secara menyeluruh dan masif, khususnya bagi pelaku UMKM yang masih memiliki pemahaman terbatas terkait hak dan kewajiban perpajakannya. Edukasi ini dapat difokuskan pada pemahaman mengenai ketentuan tarif, hak dan kewajiban, serta manfaat insentif sebagaimana tercermin dalam indikator X.1 hingga X.3. Selain itu, penyesuaian kebijakan berdasarkan skala dan sektor usaha serta penguatan sistem pemantauan dapat mengurangi potensi penghindaran pajak dan meningkatkan efektivitas insentif dalam mendorong kepatuhan Dengan langkah-langkah tersebut, insentif PPh tidak hanya berperan sebagai alat fiskal, tetapi juga sebagai instrumen pembentuk perilaku patuh wajib pajak secara konsisten.
Hasil penelitian ini menerima dan mendukung Theory of Planned Behavior (TPB). Dalam teori ini, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh control belief, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tertentu. Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dapat memperkuat control belief wajib pajak, karena insentif tersebut memberikan kemudahan dan mengurangi beban dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan adanya persepsi bahwa pemerintah mendukung kepatuhan melalui insentif, wajib pajak cenderung memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak dan pada akhirnya berperilaku lebih patuh.
Penelitian ini menguatkan temuan temuan sebelumnya seperti yang dikemukakan ole Fiqi Andreansyah dan Khoirina Farina (2022) yang menyatakan bahwa pemberian insentif pajak yang tepat dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah. Selain itu, studi lain oleh I Made dkk, (2024) dan Hengky Pratama dkk, (2024) juga mendukung bahwa kebijakan insentif pajak dapat menjadi alat efektif dalam mendorong kepatuhan pajak di berbagai sektor ekonomi. Namun demikian, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Zahra NA (2024) yang menyimpulkan bahwa insentif pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa efektivitas insentif dapat bervariasi di berbagai konteks atau wilayah, tergantung pada persepsi wajib pajak terhadap kredibilitas pemerintah, keterbukaan kebijakan, atau faktor lain yang belum teridentifikasi.
[bookmark: _Toc201880737]4.4.2 	Nasionalisme Pengusaha Memperkuat Pengaruh X1 terhadap Y
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasionalisme pengusaha secara signifikan memperkuat hubungan antara insentif PPh dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Koefisien interaksi sebesar 0,255 dengan nilai signifikansi 0,001 memperlihatkan bahwa nasionalisme berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh tersebut. Nilai R-square juga meningkat setelah memasukkan variabel interaksi, dari 0,454 menjadi 0,500, menandakan peningkatan kekuatan model. 
Berdasarkan hasil tanggapan responden terhadap variabel nasionalisme, sebagian besar menyatakan setuju hingga sangat setuju terhadap pentingnya nasionalisme dalam memperkuat pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan. Rata-rata persentase persetujuan responden pada indikator pernyataan positif (Z.1a, Z.2a, dan Z.3a) mencapai 91,67%, mencerminkan sikap nasionalisme yang cukup tinggi di kalangan pelaku UMKM. Hal ini mendukung asumsi bahwa rasa cinta tanah air dan kesadaran berkontribusi terhadap negara menjadi faktor penguat dalam efektivitas kebijakan insentif PPh. Responden yang memiliki semangat nasionalisme cenderung memaknai insentif pajak sebagai bentuk dukungan negara, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
Moderasi nasionalisme pengusaha memberikan dampak positif terhadap peningkatan efektivitas kebijakan insentif pajak. Ketika pengusaha merasa dihargai, memiliki tanggung jawab moral, dan memahami pentingnya pajak bagi pembangunan nasional, mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini turut berdampak pada meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan, pembayaran, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya. Menopang stabilitas penerimaan pajak dan mengurangi tingkat penghindaran pajak yang dapat merugikan perekonomian nasional.
Untuk mengoptimalkan peran nasionalisme dalam memperkuat kepatuhan pajak, pemerintah perlu menerapkan pendekatan yang edukatif dan berbasis nilai kebangsaan. Kampanye pajak sebaiknya menekankan bahwa pajak adalah bentuk kontribusi terhadap pembangunan, serta menampilkan narasi positif tentang peran pelaku usaha dalam kemajuan bangsa. Pemerintah juga disarankan untuk mengembangkan program pembinaan yang mengintegrasikan edukasi perpajakan dengan penguatan nilai nasionalisme. Dengan demikian, wajib pajak tidak hanya tergerak oleh insentif fiskal, tetapi juga oleh rasa tanggung jawab moral sebagai warga negara.
Hasil penelitian ini menerima dan memperkuat Theory of Planned Behavior (TPB). Dalam TPB, nasionalisme pengusaha termasuk dalam aspek behavioral belief, yaitu keyakinan bahwa suatu perilaku akan menghasilkan konsekuensi tertentu. Pengusaha dengan nasionalisme tinggi percaya bahwa kepatuhan pajak merupakan tindakan yang benar dan bernilai, bukan hanya karena alasan hukum, tetapi juga karena kesadaran bahwa pajak berperan dalam pembangunan negara dan keberlanjutan usaha. Insentif pajak dipandang sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi tersebut, yang semakin memperkuat motivasi untuk patuh. Dengan demikian, nasionalisme pengusaha berperan ganda sebagai penguat pengaruh insentif pajak, sekaligus sebagai faktor internal yang mendorong lahirnya sikap dan perilaku kepatuhan yang lebih konsisten.
Temuan ini menguatkan penelitian terdahulu seperti yang disampaikan oleh Nuridah et.al (2023) bahwa nasionalisme dapat meningkatkan kepatuhan pajak melalui peningkatan rasa tanggung jawab terhadap negara. Selain itu, penelitian oleh Gusti Ayu (2023) juga menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak yang didukung oleh semangat nasionalisme dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak di sektor usaha. Namun, temuan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan hasil penelitian Visiana & Susanto (2023), yang menyatakan bahwa nasionalisme tidak memoderasi hubungan antara faktor sistem dan kepatuhan. Hal ini mengindikasikan bahwa peran nasionalisme sebagai variabel moderator dapat bersifat kontekstual, bergantung pada sejumlah pertimbangan lain seperti tingkat literasi, sistem perpajakan, maupun kondisi sosial dari para wajib pajak.
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Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif PPh UMKM secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui nasionalisme pengusaha. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis deskriptif variabel insentif PPh UMKM yang menunjukkan rata-rata nilai cukup tinggi, yaitu 4,50 untuk indikator kebijakan tarif pajak (X1a), 4,56 untuk persepsi hak dan kewajiban pajak (X2a), dan 4,62 untuk penerimaan subsidi pajak (X3a). Sementara itu, pada variabel nasionalisme pengusaha, diperoleh rata-rata sebesar 4,60 untuk kesadaran kewajiban pajak (Z1a), 4,56 untuk kepedulian kepentingan nasional (Z2a), dan 4,59 untuk komitmen keadilan sosial (Z3a). Tingginya nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa responden merasa insentif pajak yang mereka peroleh turut mendorong tumbuhnya semangat nasionalisme yang tinggi.
Semakin besar insentif PPh yang diterima UMKM, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, terlebih jika pengusaha memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Hasil pengujian ini memperlihatkan bahwa ketika pelaku UMKM merasa mendapatkan perhatian dan dukungan pemerintah melalui kebijakan insentif, rasa cinta tanah air mereka turut mendorong keinginan untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
Hasil ini terjadi karena insentif PPh yang diberikan pemerintah dianggap sebagai bentuk dukungan nyata terhadap keberlangsungan usaha kecil. Dalam hal nasionalisme, pengusaha UMKM memandang bahwa keringanan pajak ini merupakan bentuk kepedulian negara yang perlu dibalas dengan kontribusi terhadap negara, salah satunya dengan membayar pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan. Nasionalisme berperan memperkuat hubungan tersebut karena pengusaha merasa bangga menjadi bagian dari pembangunan negara.
Sebagai respons terhadap pentingnya peran nasionalisme, peneliti merekomendasikan agar pemerintah dan otoritas perpajakan secara aktif mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dalam program sosialisasi insentif. Narasi bahwa insentif merupakan bentuk apresiasi negara sebaiknya disertai dengan ajakan moral untuk berkontribusi melalui kepatuhan pajak demi kemajuan bersama. Kegiatan edukasi, kampanye nasionalisme fiskal, serta pelibatan pelaku UMKM dalam narasi pembangunan nasional dapat menjadi strategi yang efektif.
Dari sisi teori, hasil ini selaras dengan Theory of Planned Behavior (TPB). Dalam TPB, perilaku seseorang (dalam hal ini kepatuhan pajak) dipengaruhi oleh keyakinannya terhadap konsekuensi dari perilaku tersebut (behavioral belief). Insentif PPh berperan sebagai faktor eksternal yang memperkuat keyakinan dan sikap positif terhadap kepatuhan, sedangkan nasionalisme menjadi elemen afektif yang memperkuat intensi untuk bertindak. Oleh karena itu, TPB relevan dan dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian ini.
Temuan ini juga mendukung hasil-hasil penelitian sebelumnya seperti yang dikemukakan oleh Eka Apriliani (2021), Siti & Esther (2022), serta Gloria & Annasthasia (2023), yang menyatakan bahwa insentif perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga diperkuat oleh Aris dkk (2024), yang menyatakan bahwa wajib pajak penerima insentif cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Namun, perlu dicatat bahwa temuan ini sedikit berbeda dengan hasil studi Zahra NA (2024), yang menyimpulkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas insentif dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti persepsi terhadap keadilan atau efektivitas implementasi kebijakan.
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Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif PPh UMKM juga berpengaruh secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui nasionalisme pengusaha. Hal ini terlihat dari hasil deskriptif variabel nasionalisme yang tinggi, yaitu 4,60 pada indikator kesadaran kewajiban pajak (Z1a), 4,56 pada kepedulian kepentingan nasional (Z2a), dan 4,59 pada komitmen keadilan sosial (Z3a). Sedangkan hasil deskriptif kepatuhan wajib pajak juga menunjukkan angka rata-rata yang tinggi, yaitu 4,68 untuk kepatuhan saat mendaftar (Y1a), 4,62 untuk kepatuhan penyampaian SPT (Y2a), dan 4,62 untuk kepatuhan dalam menghitung serta melunasi pajak terutang (Y3a).
Artinya, insentif yang diberikan pemerintah tidak serta-merta membuat pengusaha langsung patuh, tetapi terlebih dahulu membangun rasa nasionalisme, yang kemudian mendorong timbulnya kesadaran untuk mematuhi kewajiban pajak.
Pengaruh tidak langsung ini terjadi karena insentif pajak dipersepsikan pengusaha sebagai bentuk kepercayaan dan perhatian negara terhadap mereka, yang pada akhirnya memupuk rasa memiliki dan kecintaan terhadap bangsa. Semakin tinggi nasionalisme pengusaha, maka semakin kuat komitmen mereka untuk ikut membangun negara dengan cara memenuhi kewajiban perpajakan.
Dampak dari hasil ini memperlihatkan bahwa pemberian insentif pajak harus diikuti dengan upaya menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada wajib pajak UMKM. Jika tidak, insentif saja mungkin tidak cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya fokus pada kebijakan fiskal, tetapi juga pada pembinaan karakter kebangsaan pelaku usaha
Sebagai Solusi yang ditawarkan peneliti adalah adanya program sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan lembaga pendidikan, organisasi pengusaha, serta komunitas UMKM untuk memberikan pendidikan wawasan kebangsaan. Dengan cara ini, insentif pajak yang diberikan dapat lebih optimal dalam meningkatkan kepatuhan.
Dari sisi teori, hasil penelitian ini memperkuat Theory of Planned Behavior (TPB). Dalam kerangka TPB, keputusan seseorang untuk bertindak dipengaruhi oleh keyakinan terhadap konsekuensi dari perilaku tersebut (behavioral belief). Insentif PPh bertindak sebagai faktor eksternal yang membentuk persepsi positif dan rasa kontrol terhadap perilaku patuh, sedangkan nasionalisme menjadi elemen afektif yang memperkuat intensi untuk patuh. Oleh karena itu, teori ini diterima sebagai landasan konseptual yang sesuai dalam menjelaskan hubungan antar variabel.
Temuan ini menguatkan Ayu Mita Dewi (2023) yang menunjukkan bahwa nasionalisme dapat menjadi jembatan yang efektif antara insentif dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga konsisten dengan studi Purnamasari et al. (2017), yang menekankan bahwa rasa kebangsaan dapat mendorong kepatuhan melalui kesadaran kolektif akan pentingnya kontribusi pajak. Namun, temuan ini sedikit berbeda dari hasil studi Visiana dan Susanto (2023), yang menyatakan bahwa nasionalisme tidak signifikan sebagai variabel mediasi maupun moderasi, menandakan bahwa pengaruh nasionalisme mungkin bersifat situasional dan bergantung pada konteks sosial, budaya, atau persepsi terhadap kebijakan pemerintah di masing-masing wilayah.
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Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa nasionalisme pengusaha memediasi secara parsial pengaruh insentif PPh UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dari tingginya nilai rata-rata pada variabel insentif PPh UMKM (X1a = 4,50, X2a = 4,56, X3a = 4,62), nasionalisme pengusaha (Z1a = 4,60, Z2a = 4,56, Z3a = 4,59), serta kepatuhan wajib pajak (Y1a = 4,68, Y2a = 4,62, Y3a = 4,62). Angka-angka ini menunjukkan bahwa insentif pajak mendorong tumbuhnya nasionalisme, yang pada akhirnya memperkuat kepatuhan pajak, meskipun sebagian pengaruh insentif tetap langsung mempengaruhi kepatuhan tanpa melalui nasionalisme
Mediasi parsial ini terjadi karena meskipun insentif secara langsung mampu mendorong kepatuhan, adanya rasa nasionalisme yang tinggi di kalangan pengusaha UMKM turut memperkuat dorongan moral untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak tidak sekadar patuh karena adanya insentif finansial, tetapi juga karena kesadaran sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara.
Dampak dari hasil ini menunjukkan pentingnya kebijakan insentif pajak yang dikombinasikan dengan upaya penguatan nasionalisme. Jika hanya mengandalkan insentif finansial, efeknya mungkin tidak stabil dalam jangka panjang. Namun dengan adanya nasionalisme yang kuat, kepatuhan wajib pajak bisa lebih berkelanjutan dan berbasis kesadaran
Solusi yang ditawarkan peneliti adalah perlunya sinergi kebijakan fiskal dengan program pembinaan wawasan kebangsaan. Pemerintah dapat bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menyelenggarakan pelatihan yang menanamkan nilai-nilai nasionalisme bagi pelaku UMKM, sehingga kesadaran membayar pajak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi bagian dari kontribusi membangun bangsa.
Hasil penelitian ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), dimana nasionalisme termasuk dalam keyakinan sikap (behavioral belief) yang memperkuat niat berperilaku patuh. Mediasi parsial menunjukkan bahwa insentif memperbesar perceived behavioral control, dan nasionalisme memperkuat keyakinan moral untuk patuh.
Temuan ini menguatkan hasil penelitian Tambun & Haryati (2022), Elvionita et al. (2024), dan Sukarsa et al. (2022) yang menemukan bahwa nasionalisme mampu memediasi hubungan antara insentif fiskal dengan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, hasil ini tidak sejalan dengan Zahra NA (2024) yang menyatakan insentif tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, menegaskan bahwa tanpa mempertimbangkan faktor psikologis seperti nasionalisme, kebijakan insentif saja tidak cukup optimal meningkatkan kepatuhan pajak.
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Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan dalam penelitian ini, 
disimpulkan bahwa:
1. Insentif PPh berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin besar insentif pajak yang diterima, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak yang diterapkan pemerintah efektif dalam mendorong kepatuhan UMKM dalam hal pelaporan, pembayaran, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya.
2. Nasionalisme pengusaha berperan memperkuat pengaruh insentif PPh UMKM terhadap kepatuhan pajak secara signifikan. Meskipun pengaruhnya tidak sebesar pengaruh langsung insentif, pengusaha yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi cenderung memandang insentif sebagai bentuk penghargaan dari negara, sehingga meningkatkan motivasi mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara disiplin.
3. Insentif PPh UMKM berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan melalui nasionalisme. Wajib pajak yang merasa mendapat dukungan dari pemerintah cenderung mengembangkan rasa tanggung jawab kebangsaan dan menunjukkan kepatuhan sebagai bentuk kontribusi terhadap negara.
4. Insentif PPh UMKM berpengaruh secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui nasionalisme juga ditemukan signifikan, meskipun dalam pengaruh kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pengaruh nasionalisme dalam memperkuat kepatuhan tidak sebesar pengaruh langsung insentif, faktor emosional dan rasa tanggung jawab terhadap negara tetap memberikan kontribusi yang berarti.
5. Nasionalisme pengusaha memediasi secara parsial pengaruh insentif PPh UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak. Insentif pajak meningkatkan kepatuhan baik secara langsung maupun melalui penguatan rasa nasionalisme. Nasionalisme memperkuat dorongan moral pengusaha untuk taat pajak
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Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan serta kesimpulan, maka saran yang diajukan terkait dengan penelitian sebagai berikut:
1. Pelaku UMKM meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban perpajakan melalui partisipasi dalam program edukasi pajak, guna meningkatkan kepatuhan. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, khususnya KPP Pratama Samarinda Ulu, disarankan mengintegrasikan insentif pajak dengan pendampingan dan edukasi yang komprehensif, menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik UMKM, serta memperkuat sistem pemantauan untuk mendorong kepatuhan pajak yang berkelanjutan.
2. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan pajak, pelaku UMKM diharapkan menanamkan nilai nasionalisme dengan menyadari bahwa pembayaran pajak merupakan bentuk kontribusi terhadap pembangunan nasional. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak disarankan memperkuat kampanye perpajakan yang mengusung narasi kebangsaan, serta mengintegrasikan edukasi perpajakan dengan pembinaan wawasan kebangsaan agar pelaku usaha terdorong tidak hanya oleh insentif fiskal, melainkan juga oleh kesadaran moral sebagai warga negara.
3. Untuk meningkatkan efektivitas insentif pajak, pelaku UMKM perlu memandang insentif sebagai bentuk apresiasi negara yang memberikan tanggung jawab moral untuk taat pajak. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak perlu memasukkan unsur nilai kebangsaan secara aktif dalam sosialisasi insentif pajak, serta melibatkan UMKM dalam berbagai aktivitas pembangunan nasional agar terbangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.
4. Dalam rangka mengoptimalkan pengaruh insentif PPh melalui nasionalisme, pelaku UMKM diharapkan mengikuti program-program pembinaan kebangsaan yang terintegrasi dengan edukasi perpajakan, sehingga mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, disarankan menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, organisasi pengusaha, dan komunitas UMKM dalam mengembangkan program pembinaan nasionalisme secara terpadu guna memperkuat pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan.
5. Sebagai bentuk kontribusi dalam pembangunan bangsa, pelaku UMKM diharapkan tidak hanya memandang kepatuhan pajak sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai wujud nasionalisme. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak disarankan menyusun kebijakan pembinaan yang mengintegrasikan pemberian insentif fiskal dengan pelatihan nilai-nilai kebangsaan, melalui sinergi lintas sektor dengan berbagai lembaga terkait, guna membangun kesadaran membayar pajak secara berkelanjutan.
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KUESIONER PENELITIAN
PENGARUH INSENTIF PPH UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN NASIONALISME PENGUSAHA SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu)
I. IDENTITAS RESPONDEN
1. Nama/usaha *inisial:
2. Usia usaha:
3. Apakah termasuk WP UMKM aktif:



☐ Ya
☐ Tidak
4. 
5. Lamanya menjadi WP:

☐ 1-5 tahun
☐ >5 tahun
6. 
7. Jenis WP:

☐ WP Pribadi
☐ WP Badan
II. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER
3. Diharapkan Bapak/Ibu/Saudara/i dapat menjawab pertanyaan dengan benar dan jujur
4. Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memilih salah satu jawaban pada kolom yang kosong dengan memberikan tanda checklist (√) pada pilihan yang tersedia sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu/ Saudara/i.


Keterangan Jawaban Kuesioner
1. Sangat Tidak Setuju      2. Tidak Setuju      3. Ragu-Ragu      4. Setuju       5. Sangat setuju
	Kode 
	PERNYATAAN
	1
	2
	3
	4
	5

	
	KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)
	
	
	
	
	

	Y.1a
	Wajib pajak mendaftar tepat waktu sesuai aturan
	
	
	
	
	

	Y.2a
	Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu
	
	
	
	
	

	Y.3a
	Wajib pajak menghitung dan melunasi pajak tepat waktu
	
	
	
	
	

	
	
	5
	4
	3
	2
	1

	Y.1b
	Wajib pajak menunda atau tidak mendaftar sesuai aturan
	
	
	
	
	

	Y.2b
	Wajib pajak lalai menyampaikan SPT tepat waktu
	
	
	
	
	

	Y.3b
	Wajib pajak kurang teliti dan menunda pembayaran pajak
	
	
	
	
	

	
	INSENTIF PPh (X)
	1
	2
	3
	4
	5

	X.1a
	Tarif pajak UMKM adil & mendukung usaha kecil
	
	
	
	
	

	X.2a
	UMKM memahami hak & kewajiban pajaknya
	
	
	
	
	

	X.3a
	UMKM memanfaatkan subsidi pajak untuk 
pengembangan usaha
	
	
	
	
	

	
	
	5
	4
	3
	2
	1

	X.1b
	Tarif pajak UMKM dianggap memberatkan.
	
	
	
	
	

	X.2b
	UMKM kurang memahami hak & kewajiban 
pajaknya
	
	
	
	
	

	X.3b
	UMKM tidak memanfaatkan subsidi pajak secara optimal
	
	
	
	
	

	
	SIKAP NASIONALISME
	1
	2
	3
	4
	5

	Z.1a
	Membayar pajak penting untuk pembangunan 
negara
	
	
	
	
	

	Z.2a
	Pajak merupakan bagian dari kepentingan nasional
	
	
	
	
	

	Z.3a
	Pajak mendorong terwujudnya kesejahteraan & 
kemakmuran.
	
	
	
	
	

	
	
	5
	4
	3
	2
	1

	Z.1b
	Pajak yang dibayarkan tidak berdampak pada 
pembangunan.
	
	
	
	
	

	Z.2b
	Pajak bukanlah kepentingan nasional
	
	
	
	
	

	Z.3b
	Pajak tidak mendorong terwujudnya kesejahteraan & kemakmuran
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	No
	Y.1a
	Y.1b
	Y.2a
	Y.2b
	Y.3a
	Y.3b
	TOTAL

	1
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	2
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	6
	3
	5
	3
	3
	4
	4
	22

	7
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	23

	8
	3
	4
	4
	4
	3
	4
	22

	9
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	10
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	11
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	12
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	13
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	14
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	23

	15
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	16
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	17
	4
	4
	4
	4
	5
	3
	24

	18
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	27

	19
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	20
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	29

	21
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	22
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	23
	5
	4
	5
	4
	5
	3
	26

	24
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	25
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	26
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	27
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	27

	28
	4
	5
	4
	5
	5
	4
	27

	29
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	30
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	31
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	32
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	27

	33
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	34
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	35
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	27

	36
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	37
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	27

	38
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	39
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	40
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	23

	41
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	42
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	43
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	44
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	45
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	46
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	47
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	48
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	49
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	50
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	51
	5
	4
	4
	4
	4
	3
	24

	52
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	53
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	54
	5
	4
	4
	5
	4
	5
	27

	55
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	56
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	29

	57
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	58
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	59
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	60
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	61
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	62
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	27

	63
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	64
	4
	5
	5
	5
	4
	5
	28

	65
	5
	4
	5
	4
	4
	4
	26

	66
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	67
	5
	1
	5
	5
	5
	5
	26

	68
	4
	2
	4
	4
	4
	4
	22

	69
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	70
	4
	4
	3
	4
	3
	3
	21

	71
	4
	2
	4
	3
	4
	3
	20

	72
	4
	2
	3
	1
	4
	3
	17

	73
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	23

	74
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	75
	5
	4
	4
	5
	4
	5
	27

	76
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	77
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	25

	78
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	79
	4
	4
	4
	5
	4
	5
	26

	80
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	81
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	82
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	83
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	84
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	85
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	86
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	87
	5
	4
	5
	4
	4
	4
	26

	88
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	27

	89
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	90
	5
	4
	4
	4
	5
	4
	26

	91
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	27

	92
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	93
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	94
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	23

	95
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	96
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	97
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	98
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	99
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	100
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	23

	101
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	102
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	103
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	104
	4
	5
	4
	5
	5
	4
	27

	105
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	106
	5
	4
	5
	5
	4
	5
	28

	107
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	108
	4
	4
	5
	4
	5
	4
	26

	109
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	110
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	111
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	112
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	113
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	114
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	115
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	116
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	117
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	118
	4
	5
	4
	5
	5
	5
	28

	119
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	120
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	121
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	122
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	123
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	124
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	26

	125
	4
	4
	4
	4
	5
	4
	25

	126
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	127
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	25

	128
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	129
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	130
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	131
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	25

	132
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	133
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	27

	134
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	135
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	27

	136
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	137
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	138
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	25

	139
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	140
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	141
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	142
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	143
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	25

	144
	5
	4
	5
	4
	4
	4
	26

	145
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	27

	146
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	147
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	27

	148
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	149
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	25

	150
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	27

	151
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	152
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	27

	153
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	154
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	29

	155
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	156
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	29

	157
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	158
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	159
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	27

	160
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	161
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	27

	162
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	29

	163
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	164
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	165
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	29

	166
	5
	5
	5
	4
	5
	4
	28

	167
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	168
	5
	4
	5
	4
	4
	4
	26

	169
	5
	4
	5
	4
	4
	4
	26

	170
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	171
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	26

	172
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	173
	4
	5
	4
	5
	5
	5
	28

	174
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	27

	175
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	176
	5
	5
	4
	4
	5
	4
	27

	177
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	27

	178
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	29

	179
	5
	5
	4
	5
	4
	5
	28

	180
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	27

	181
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	27

	182
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	183
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	29

	184
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	185
	5
	4
	5
	4
	4
	5
	27

	186
	5
	5
	4
	5
	4
	5
	28

	187
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	188
	5
	5
	4
	5
	4
	5
	28

	189
	5
	4
	4
	5
	4
	5
	27

	190
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	191
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	29

	192
	4
	5
	4
	5
	5
	5
	28

	193
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	27

	194
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	29

	195
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	196
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	197
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	198
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	29

	199
	4
	4
	3
	4
	4
	3
	22

	200
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24




[bookmark: _Toc202226689]Lampiran 3 Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Insentif PPh UMKM
	No
	X.1a
	X.2a
	X.3a
	X.1b
	X.2b
	X.3b
	TOTAL

	1
	4
	4
	4
	3
	2
	2
	19

	2
	5
	4
	4
	5
	2
	2
	22

	3
	4
	3
	3
	4
	2
	2
	18

	4
	3
	3
	5
	3
	3
	5
	22

	5
	3
	3
	4
	3
	4
	4
	21

	6
	4
	4
	5
	5
	4
	5
	27

	7
	3
	3
	4
	4
	4
	4
	22

	8
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	23

	9
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	10
	5
	5
	5
	2
	5
	5
	27

	11
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	23

	12
	4
	3
	4
	3
	4
	4
	22

	13
	3
	4
	4
	3
	3
	3
	20

	14
	3
	4
	4
	3
	4
	4
	22

	15
	3
	4
	4
	3
	4
	4
	22

	16
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	29

	17
	5
	5
	5
	4
	4
	5
	28

	18
	5
	4
	5
	3
	5
	5
	27

	19
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	29

	20
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	28

	21
	3
	3
	5
	5
	3
	5
	24

	22
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	23
	4
	4
	5
	3
	3
	5
	24

	24
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	25
	4
	3
	4
	4
	3
	5
	23

	26
	1
	5
	5
	5
	5
	5
	26

	27
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	28
	2
	4
	4
	4
	4
	5
	23

	29
	5
	4
	5
	4
	5
	5
	28

	30
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	31
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	32
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	28

	33
	5
	5
	5
	3
	4
	4
	26

	34
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	29

	35
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	27

	36
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	37
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	38
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	27

	39
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	40
	5
	5
	5
	3
	3
	4
	25

	41
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	42
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	43
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	44
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	45
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	46
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	47
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	48
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	49
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	50
	4
	5
	5
	5
	4
	5
	28

	51
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	52
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	53
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	54
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	25

	55
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	56
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	28

	57
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	58
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	59
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	25

	60
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	61
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	62
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	63
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	64
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	28

	65
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	66
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	67
	5
	5
	5
	5
	4
	1
	25

	68
	1
	2
	2
	1
	2
	2
	10

	69
	5
	5
	4
	2
	5
	5
	26

	70
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	11

	71
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	19

	72
	4
	5
	5
	1
	1
	3
	19

	73
	3
	4
	4
	3
	4
	4
	22

	74
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	75
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	76
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	77
	4
	4
	4
	3
	3
	4
	22

	78
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	79
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	80
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	81
	3
	4
	4
	3
	4
	4
	22

	82
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	83
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	84
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	85
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	86
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	87
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	88
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	89
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	90
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	91
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	92
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	93
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	27

	94
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	23

	95
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	96
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	97
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	98
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	99
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	100
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	101
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	102
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	103
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	104
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	105
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	106
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	107
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	108
	5
	4
	5
	4
	4
	4
	26

	109
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	23

	110
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	111
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	112
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	113
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	114
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	115
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	28

	116
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	26

	117
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	118
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	119
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	120
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	121
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	122
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	123
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	124
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	125
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	27

	126
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	127
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	128
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	129
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	130
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	131
	4
	4
	5
	4
	5
	4
	26

	132
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	133
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	134
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	135
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	136
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	137
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	138
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	28

	139
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	140
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	141
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	142
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	143
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	144
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	145
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	27

	146
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	147
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	148
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	149
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	150
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	151
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	152
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	153
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	29

	154
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	27

	155
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	156
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	157
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	158
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	159
	4
	5
	4
	4
	5
	4
	26

	160
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	161
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	162
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	163
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	164
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	165
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	27

	166
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	167
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	29

	168
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	169
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	29

	170
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	29

	171
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	29

	172
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	173
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	174
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	175
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	176
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	177
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	178
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	179
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	28

	180
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	27

	181
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	27

	182
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	183
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	184
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	185
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	29

	186
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	187
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	188
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	189
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	190
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	29

	191
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	192
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	193
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	26

	194
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	195
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	196
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	197
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	198
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	199
	3
	3
	4
	3
	4
	2
	19

	200
	4
	3
	5
	3
	3
	4
	22




[bookmark: _Toc202226690]Lampiran 4 Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Nasionalisme Pengusaha
	No
	Z.1a
	Z.2a
	Z.3a
	Z.1b
	Z.2b
	Z.3b
	TOTAL

	1
	4
	4
	4
	2
	4
	3
	21

	2
	5
	5
	5
	4
	5
	4
	28

	3
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	25

	4
	5
	3
	3
	5
	3
	3
	22

	5
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	19

	6
	1
	2
	3
	2
	3
	3
	14

	7
	4
	3
	4
	3
	3
	3
	20

	8
	3
	3
	3
	2
	3
	3
	17

	9
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	19

	10
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	11
	3
	3
	3
	4
	3
	4
	20

	12
	4
	3
	3
	4
	4
	3
	21

	13
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	21

	14
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	18

	15
	3
	4
	3
	4
	4
	2
	20

	16
	4
	5
	5
	1
	5
	5
	25

	17
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	28

	18
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	29

	19
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	20
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	21
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	22
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	23
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	24
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	25
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	26
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	27
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	28
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	29
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	30
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	31
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	32
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	33
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	34
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	35
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	27

	36
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	37
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	38
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	39
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	27

	40
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	41
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	42
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	43
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	44
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	45
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	46
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	47
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	48
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	49
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	50
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	51
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	52
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	53
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	54
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	55
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	56
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	57
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	58
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	59
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	60
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	25

	61
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	28

	62
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	63
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	64
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	65
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	66
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	28

	67
	5
	5
	5
	2
	4
	3
	24

	68
	2
	1
	3
	4
	3
	3
	16

	69
	3
	5
	4
	3
	5
	5
	25

	70
	2
	2
	2
	2
	3
	3
	14

	71
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	15

	72
	5
	5
	5
	3
	4
	3
	25

	73
	4
	2
	4
	4
	4
	4
	22

	74
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	75
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	76
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	77
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	78
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	79
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	80
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	81
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	82
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	83
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	18

	84
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	85
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	86
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	87
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	88
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	89
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	90
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	27

	91
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	27

	92
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	93
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	94
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	95
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	96
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	97
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	98
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	99
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	100
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	101
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	102
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	103
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	104
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	105
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	106
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	107
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	108
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	109
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	110
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	27

	111
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	18

	112
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	113
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	114
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	115
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	116
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	18

	117
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	118
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	119
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	120
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	121
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	18

	122
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	123
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	124
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	25

	125
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	27

	126
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	127
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	128
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	129
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	130
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	131
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	25

	132
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	133
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	134
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	135
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	136
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	137
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	138
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	139
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	140
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	141
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	142
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	143
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	27

	144
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	145
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	27

	146
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	147
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	25

	148
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	149
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	27

	150
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	24

	151
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	27

	152
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	153
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	154
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	155
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	156
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	157
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	27

	158
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	159
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	28

	160
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	161
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	27

	162
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	163
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	164
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	165
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	166
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	27

	167
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	27

	168
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	169
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	170
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	28

	171
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	27

	172
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	173
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	174
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	175
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	176
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	177
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	178
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	179
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	180
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	27

	181
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	27

	182
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	183
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	27

	184
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	185
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	28

	186
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	187
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	188
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	189
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	190
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	191
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	192
	5
	5
	5
	4
	5
	4
	28

	193
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	194
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	195
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	196
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	29

	197
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	198
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	30

	199
	4
	3
	3
	4
	3
	4
	21

	200
	4
	2
	3
	1
	3
	3
	16





[bookmark: _Toc202226691]Lampiran 5 Tabel Persentasi Indikator Responden
Indikator Y.a
	Indikator
	1 (STS)
	2 (TS)
	3 (RR)
	4 (S)
	5 (SS)

	Y.1a
	0%
	0%
	1%
	30%
	69%

	Y.2a
	0%
	0%
	3%
	32%
	65%

	Y.3a
	0%
	0%
	1.5%
	35%
	63.5%



Indikator Y.b
	Indikator
	1 (SS)
	2 (S)
	3 (RR)
	4 (TS)
	5 (STS)

	Y.1b
	0%
	1.5%
	0%
	39%
	59.5%

	Y.2b
	0%
	0%
	1%
	37%
	62%

	Y.3b
	0%
	0%
	0%
	33.5%
	61.5%



Indikator X.a
	Indikator
	1 (STS)
	2 (TS)
	3 (RR)
	4 (S)
	5 (SS)

	X.1a
	0.5%
	1%
	7.5%
	27.5%
	63%

	X.2a
	0%
	1%
	4.5%
	32%
	62.5%

	X.3a
	0%
	1%
	1%
	33%
	65%



Indikator X.b
	Indikator
	1 (SS)
	2 (S)
	3 (RR)
	4 (TS)
	5 (STS)

	X.1b
	0%
	1%
	8.5%
	27.5%
	63%

	X.2b
	0%
	2.5%
	4.5%
	29.5%
	63.5%

	X.3b
	0%
	3%
	1.5%
	29%
	66.5%



Indikator Z.a
	Indikator
	1 (STS)
	2 (TS)
	3 (RR)
	4 (S)
	5 (SS)

	Z.1a
	0.5%
	1%
	5%
	25%
	68.5%

	Z.2a
	0.5%
	2%
	7%
	22%
	68.5%

	Z.3a
	0%
	0.5%
	8.5%
	22.5%
	68.5%



Indikator Z.b
	Indikator
	1 (SS)
	2 (S)
	3 (RR)
	4 (TS)
	5 (STS)

	Z.1b
	0%
	3%
	5.5%
	22%
	69.5%

	Z.2b
	0%
	0.5%
	8.5%
	21.5%
	69.5%

	Z.3b
	0%
	1%
	9.5%
	21%
	68.5%
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[bookmark: _Toc202227885]Tabel 4. 4 Hasil Outer Loading
	
	Insentif PPh
	Kepatuhan WP
	Nasionalisme Pengusaha

	X.1a
	0.827
	
	

	X.1b
	0.825
	
	

	X.2a
	0.880
	
	

	X.2b
	0.870
	
	

	X.3a
	0.850
	
	

	X.3b
	0.829
	
	

	Y.1a
	
	0.782
	

	Y.1b
	
	0.765
	

	Y.2a
	
	0.840
	

	Y.2b
	
	0.861
	

	Y.3a
	
	0.788
	

	Y.3b
	
	0.848
	

	Z.1a
	
	
	0.883

	Z.1b
	
	
	0.842

	Z.2a
	
	
	0.917

	Z.2b
	
	
	0.934

	Z.3a
	
	
	0.941

	Z.3b
	
	
	0.912



[bookmark: _Toc202227886]Tabel 4. 5 Hasil Nilai Ave
	Variabel
	Rata-rata varians diekstraksi (AVE)
	Keterangan

	Insentif PPh
	0.718
	Valid

	Kepatuhan WP
	0.664
	Valid

	Nasionalisme Pengusaha
	0.820
	Valid



[bookmark: _Toc202227887]Tabel 4. 6 Hasil Cross Loading
	Indikator
	Insentif PPh (X1)
	Kepatuhan WP (Y)
	Nasionalisme Pengusaha (Z)

	X.1a
	0.827
	0.549
	0.651

	X.1b
	0.825
	0.600
	0.628

	X.2a
	0.880
	0.551
	0.677

	X.2b
	0.870
	0.597
	0.585

	X.3a
	0.850
	0.535
	0.651

	X.3b
	0.829
	0.575
	0.611

	Y.1a
	0.494
	0.765
	0.586

	Y.1b
	0.585
	0.782
	0.481

	Y.2a
	0.537
	0.840
	0.576

	Y.2b
	0.547
	0.861
	0.511

	Y.3a
	0.508
	0.788
	0.535

	Y.3b
	0.601
	0.848
	0.492

	Z.1a
	0.685
	0.595
	0.883

	Z.1b
	0.579
	0.529
	0.842

	Z.2a
	0.713
	0.615
	0.917

	Z.2b
	0.669
	0.578
	0.934

	Z.3a
	0.733
	0.615
	0.941

	Z.3b
	0.676
	0.591
	0.912




[bookmark: _Toc202227888]Tabel 4. 7 Construct Reliability and Validity
	Variabel
	Cronbach's alpha
	Persyaratan
	Kriteria


	Insentif PPh
	0.921
	0,6
	Reliabel

	Kepatuhan WP
	0.898
	0,6
	Reliabel

	Nasionalisme Pengusaha
	0.956
	0,6
	Reliabel



[bookmark: _Toc202227889]Tabel 4. 8 Hasil R Square
	
	R-square sebelum
ditambahkan variabel moderasi
	R-square setelah ditambahkan
variabel moderasi

	Kepatuhan WP
	0.454
	0.500



[bookmark: _Toc202227890]Tabel 4. 9 Hasil F Square
	
	F-Square

	Insentif PPh – Kepatuhan WP
	0.152

	Insentif PPh – Nasionalisme Pengusaha
	1.276

	Nasionalisme Pengusaha – Kepatuhan WP
	0.102



[bookmark: _Toc202227891]Tabel 4. 10 Konstruk Insentif PPh (X)
	Indikator
	Loading Faktor
	Persamaan

	X.1a
	0.827
	X.1a = 0.827·X + ε

	X.1b
	0.825
	X.1b = 0.825·X + ε

	X.2a
	0.880
	X.2a = 0.880·X + ε

	X.2b
	0.870
	X.2b = 0.870·X + ε

	X.3a
	0.850
	X.3a = 0.850·X + ε

	X.3b
	0.829
	X.3b = 0.829·X + ε


[bookmark: _Toc202227892]Tabel 4. 11 Konstruk Nasionalisme Pengusaha (Z)
	Indikator
	Loading Faktor
	Persamaan

	Z.1a
	0.883
	Z.1a = 0.883·Z + ε

	Z.1b
	0.842
	Z.1b = 0.842·Z + ε

	Z.2a
	0.917
	Z.2a = 0.917·Z + ε

	Z.2b
	0.934
	Z.2b = 0.934·Z + ε

	Z.3a
	0.941
	Z.3a = 0.941·Z + ε

	Z.3b
	0.912
	Z.3b = 0.912·Z + ε


[bookmark: _Toc202227893]Tabel 4. 12 Konstruk Kepatuhan WP (Y)
	Indikator
	Loading Faktor
	Persamaan

	Y.1a
	0.782
	Y.1a = 0.782·Y + ε

	Y.1b
	0.765
	Y.1b = 0.765·Y + ε

	Y.2a
	0.840
	Y.2a = 0.840·Y + ε

	Y.2b
	0.861
	Y.2b = 0.861·Y + ε

	Y.3a
	0.788
	Y.3a = 0.788·Y + ε

	Y.3b
	0.848
	Y.3b = 0.848·Y + ε



[bookmark: _Toc202227894]Tabel 4. 13 Hasil Bootstrapping
	Jalur Uji
	Koefisien
	t-Statistik
	p-Value
	Keputusan

	X → Z
	0.749
	>1.96
	<0.05
	Signifikan

	Z → Y
	0.340
	>1.96
	<0.05
	Signifikan

	X → Y (langsung)
	0.416
	>1.96
	<0.05
	Signifikan

	X → Z → Y (tidaklangsung)
	0.255
	>1.96
	<0.05
	Signifikan
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Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman Kota Samarinda

di Samarinda

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Mulawarman Kota Samarinda, Nomor : 4025/UN17.1/PL/2024, Tanggal S
Desember 2024, Perihal Permohonan Izin Penelitian.
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Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda menerima mahasiswa untuk melakukan
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